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Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ 
ha (dengan titk di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostop 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
 fathah dan ya Ai a dan I 
 
 fathah dan wau Au a dan u 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 















a dan garis di atas 
  




i dan garis di atas 
 
  










4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah 
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 






9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 
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Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi 
pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Kasus 
Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ditinjau dari Hukum Pidana  Islam 
(Studi Putusan No: 110/Pid.B/2016/PN.Sgm), dengan sub masalah : 1) 
Bagaimana akibat hukum implementasi pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana pada kasus pencurian dalam keadaan memberatkann? 2) 
Apa yang menjadi penyebab terdakwa diperiksa tanpa mendapatkan bantuan 
hukum yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana pada kasus pencurian dalam keadaan memberatkan ? 3) Bagaimana 
Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai hak terdakwa untuk mendapatkan 
bantuan hukum dan bagaimana akibat hukumnya ?. 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif  dengan 
menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, 
dan pendekatan syariah. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara dan 
dokumentasi. Hasil atau data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dengan tiga 
tahapan pertama reduksi data, kedua penyajian data dan pengambilan keputusan. 
Hasil penelitian implementasi pasal 56 ayat (1) KUHAP terhadap 
Putusan No:110/Pid.B/2016/PN.Sgm yaitu: 1) Akibat hukum implementasi Pasal 
56 ayat (1) KUHAP tidak berpengaruh terhadap putusan hakim, disebabkan  
hakim memutuskan perkara berdasar kepada fakta hukum dalam persidangan, 
namun jika beberapa yurisprudensi yang telah dituliskan dijadikan sebagai dasar 
analisis putusan tersebut, maka dapat menyebabkan tuntutan penuntut umum tidak 
dapat diterima. 2) Penyebab terdakwa tidak didampingi penasehat hukum  di 
sebabkan telah menolak karena diminta untuk membayar sejumlah uang jika 
menyatakan setuju untuk didampingi dan tidak mengetahui adanya bantuan 
hukum dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP. 3) Pandangan hukum Pidana Islam 
terkait hak terdakwa memperoleh bantuan hukum, dinyatakan bahwa tindak 
kejahatan tidak dapat menghapuskan hak dalam mendapatkan bantuan hukum 
yang sejalan dengan tujuan Maqasid al-Syari’ah, sehingga hal ini dapat menjamin 
hak asasi setiap orang seperti dalam salah satu prinsip bantuan hukum yakni 
prinsip keadilan (ad-adalah). 
Implikasi penelitian ini meliputi 1) Sepatutnya beberapa yurisprudensi 
yang telah dituliskan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat 
aturan yang berkekuatan hukum yang lebih kuat dan mengikat  secara sempurna 
seperti Undang-Undang. 2) Diperlukan adanya pembentukan peraturan terkait 
akibat hukum jika tidak dilaksanakannya amanat yang tertulis dalam pasal 56 ayat 
(1) KUHAP oleh penegak hukum. 
1 
BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Plato dengan gagasannya bahwa dalam penyelanggaraan negara yang 
baik adalah negara tersebut haruslah di dasarkan kepada hukum yang baik.1 
Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar kepada Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 yang secara yuridis haruslah menjamin segala hak dan 
kewajiban setiap warga negara serta penegak hukum dalam negara tersebut. Hal 
tersebut dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang telah 
kategorikan sebagai negara rechsstaat,2 dan menghapuskan segala bentuk 
tindakan diskriminasi, yang telah  diatur dalam pasal 28 I  ayat (2) UUD 1945 
yang berbunyi : 
 “setiap orang berhak bebas dari  perlakuan yang bersifat diskriminatif atas    
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu”.3 
 
    Konsekuensi dari negara hukum (rechstaat) yang berdasar kepada sistem 
hukum  Eropa continental yang bercirikan adanya perlindungan terhadap hak-hak 
asasi manusia yang bertumpuh pada prinsip kebebasan dan persamaan.4 Maka 
peran aparatur negara dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan persamaan 
                                                             
       
1Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),  h. 
1. 
2Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2014), h. 343. 
3Mahkama  Konstitusi, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Jakarta: Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkama Konstiusi RI, 2017), h. 110. 
 




dihadapan hukum (equality before the law) menjadi posisi yang sangat sentral. 
Sebab sebagai khalifah atau manusia yang memiliki kekuasaan sangat rentan 
dalam menyahlagunakan kekuasaan tersebut, tetapi kekuasaan yang tidak  
memiliki batasan (absolut) pasti akan disalahgunakan,5 sehingga Indonesia 
sebagai negara hukum haruslah memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu :        
1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang memuat persamaan  
dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum, politik, social, kultural, dan 
pendidikan. 
2. Peradilan yang bebas dari tendesi serta tanpa memihak  (impartial) dan 
bersih dari pengaruh kekuasaan yang lain6. 
      Pada intinya setiap orang harus memperoleh perlakuan yang sama guna 
menghapuskan tindakan yang diskriminatif, tidak terkecuali perlakuan  berupa 
hak untuk mendapatkan pembelaan atau berupa bantuan hukum secara cuma-
cuma bagi yang tidak mampu. Hal tersebut merupakan hak dasar setiap warga 
negara yang bersifat fundamental dan berupa kewajiban  yang harus ditunaikan 
dalam memberikan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu dan 
dilaksanakan oleh pihak yang berwenang atau yang telah dipercayakan oleh 
negara mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau dalam setiap tingkat 
pemeriksaan untuk melaksanakannya. Guna mewujudkan proses peradilan yang 
adil (due process of law). 
                                                             
 
5Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 6. 
    
6Yusuf Akbar Sarifludin, Efaktifitas Bantun Hukum Cuma-Cuma Bagi Pengcari  Keadilan 
yang Tidak Mampu di Kota Makassar (Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar, 2011),  h. 1. 
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     Dalam UUD 1945 telah diatur secara tersirat tentang hak mendapatkan 
bantuan hukum, yaitu dalam pasal 28 D ayar (1) yang berbunyi “Setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang 
sama di hadapan hukum”. Selanjutnya Pasal 34 ayat (1)  yang berbunyi “Setiap 
fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.7  
   Kedua ketentuan Pasal di atas telah menunjuk negara sebagai pengemban 
kewajiban memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu, 
sehingga eksistensi ketentuan Pasal tersebut diimplementasikan dan diatur lebih 
lanjut dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
dalam Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang berperkara berhak 
memperoleh bantuan hukum”.8 Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
tersebut belum bersifat wajib, ketentuan mengenai hak ini diatur dalam Undang-
Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) pada Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: 
 “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 
lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam 
pidana lima tahun  atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum 
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam 
proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.9   
Pasal tersebut telah menyatakan bahwa : 
1. Tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan 
ancaman pidana mati atau sekurang-kurangnya 15 tahun penjara 
                                                             
7Mahkama  Konstitusi, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Jakarta: Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkama Konstiusi RI 2017), h. 108 dan 115.  
8Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
9KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 224. 
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2. Tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan 
ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun (lima) atau lebih tahun 
namun tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. 
3. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 
Dalam pasal 56 ayat (2) KUHAP berbunyi “Setiap penasihat hukum yang 
ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan 
bantuannya dengan cuma-cuma”.10 
Mengacu pada kewajiban penegak hukum yang tertuang di Pasal 56 ayat 
(1) KUHAP, maka hal tersebut haruslah dilakukan sebab akan berdampak 
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, seperti yang tertuang di dalam 
putusan Mahkamah Agung No: 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 september 1993 
dalam pertimbangannya menyebutkan: 
“Apabila  syarat-syarat penyidik tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak 
menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan 
Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”. 
    Dalam Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah 
menerangkan yang berbunyi:` 
“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum         
dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, peyidik wajib memberitahukan 
kepadanya tentang  hak  untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa  ia 
dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum  sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 56 KUHAP”.11 
Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah menegaskan secara 
jelas bahwa bagi warga negara yang telah disangka atau didakwa dan diancam 
dengan pidana lima tahun atau lebih maka aparat penegak hukum wajib menunjuk 
                                                             
10KUHAP dan KUHP, h. 224. 
11Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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penasihat hukum bagi mereka yang tidak mampu dan telah dipertegas dengan 
adanya pasal 114 KUHAP. Guna menjamin terwujudnya keadilan yang harus 
diperoleh, selayaknya sebagai manusia yang telah dianugerahi oleh Allah swt, 
akan tetapi pasal 56 ayat (1) hanya membahas tentang kewajiban tanpa membahas 
konsekuensi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Sebagai penegak hukum 
implentasi kata wajib dalam pasal  tersebut haruslah ditafsirkaan secara arif, sebab 
setiap hasil penafsiran tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam 
kehidupan seseorang yang  disebut  tersangka dan terdakwa.  
  Menurut M. Sofyan Lubis bahwa sekitar  80% kasus tidak terkecuali yang 
dikategorikan dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana dalam pelaksanaan penyidikan tersangka tidak di dampingi seorang 
penasihat hukum.12 Hal tesebut berpotensi menyebabkan adanya pelanggaran 
HAM dalam pelaksanaan penyidikan, disebabkan kejahatan yang dimaksud dalam 
pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jenis kejahatan yang telah 
dianggap meresahkan masyarakat. Kejahatan yang di maksud ialah seperti pelaku 
pencurian dalam keadaan memberatkan yang telah banyak terjadi pada saat ini 
dan pelakunya yang rentang buta terhadap aturan-aturan yang ada. Namun 
disayangkan terhadap  realitas yang ada dalam perkara yang ditemukan, 
pelaksanaan pemberian bantuan hukum sering kali diabaikan, dengan adanya 
kasus sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP. Pada tahap penyidikan 
sampai putusan pada proses persidangan, seorang tersangka tidak didampingi oleh 
penasihat hukum. Padahal di pasal 56 KUHAP secara jelas bermakna imperatife, 
                                                             
12M Sofyan  Lubis, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan 
Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan  (Jakarta: PT. Pusaka Buku,  2010), h. 15. 
6 
 
hingga tak jarang terdakwa tidak diberitahukan terkait  hak untuk memperoleh 
bantuan hukum.13 
     Meski dalam kehidupan dengan segala tuntutan serta masalah yang telah 
ada, manusia terkadang menjadi buta dan lupa terhadap Allah swt sehingga 
mampu melakukan hal-hal yang di luar ambang kewajaran dalam kehidupan 
sosial dan bermasyarakat. Seberat apapun kesalahan yang dilakukan oleh 
terdakwa tidak menjadi alasan untuk mengahapus segala hak-hak yang ia miliki 
dan kewajiban penegak hukum untuk menunaikan kewajibannya sebagaimana 
dimaksud pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP. Adanya 
penghapusan jaminan hak-hak dan jaminan pelaksanaan kewajiban aparatur 
negara terhadap seseorang yang telah disangka atau didakwa melakukan suatu 
tindak pidana seperti pencurian dalam keadaan memberatkan. Hal tersebut telah 
mengahapus kebahagiaan dan ketentraman dalam masyarakat, sehingga putusan 
hakim yang tidak dihadiri oleh penasehat hukum menyebabkan  putusan tersebut  
batal, karena merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi. Sepatutnya aparat 
penegak hukum dalam mewujudkan keadilan haruslah mematuhi segala peraturan 
yang telah ada, terlepas dari segala kejahatan dan tindak pidana yang di lakukan 
oleh terdakwa. 
 Merujuk Kepada pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 56 ayat 
(1) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di tinjau melalui 
implementasi terhadap Studi Kasus No : 110/Pid.B/2016/PN. Sgm tentang 
                                                             
13Muhammad Musa Surin, Aplikasi  pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum 
dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan (Studi kasus di Polres Pontianak 
2015) (Pontianak: Polres Pontianakn 2015), h. 5. 
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pencurian dalam kedaan memberatkan atau Hirabah dalam Hukum Pidana Islam 
dipandang sebagai pencurian besar dengan mengambil harta, atau membunuh atau 
menakut-nakuti dengan kekerasan.14 Hal tersebut apabila dilihat dalam sudut 
pandang sebagai korban, maka apa yang dilakukan oleh pelaku pencurian dalam 
keadaan memberatkan atau Hirabah tersebut merupakan tindakan sangat 
memilukan dan melukai banyak orang, tetapi sebagai ummat yang beragama dan 
hidup dalam negara hukum, tidak menjadikan  kejahatan yang telah dilakukan 
seorang tersangka dan terdakwa menghapus kewajiban penegak hukum dalam 
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.   
    Bantuan hukum  secara cuma-cuma selain telah diatur dalam konstitusi,  
juga secara tersirat telah diatur dalam hukum Islam dan  telah diamanahkan 
kepada  manusia sebagai khalifah untuk menyampaikam serta melaksanakannya. 
Namun, layaknya kehidupan manusia kadangkala di uji baik dengan materi, 
kekuasaan, dan maupun permasalahan yang teramat sulit untuk dihadapi, guna 
menguji keimanan yang dimiliki oleh manusia, sehingga sebagai khalifah yang 
telah dianugerahkan amanah dan kewenangan berupa kekuasaan,  haruslah 
dilaksanakan dengan sebaik dan sebijak mungkin, guna menjunjung nilai-nilai 
keadilan. Dalam mewujudkan keadilan tersebut, perlu pemerataan perlindungan 
hukum demi terwujudnya keadilan, dengan menjamin penyelanggaraan pemberian 
bantuan hukum bagi masyarakat dalam kategori ekonomi rendah atau tidak 
mampu, yang sangat berpotensi buta terhadap hukum. 
                                                             
14Hamzah Hasan,  Hukum Pidana Islam II (Watampone: Kompleks RAMA Residence Blok 
B No.9 Watampone, Syahadah, 2016),  h. 183.  
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Penegak hukum dan warga negara yang telah menjadikan Syariat Islam 
sebagai pedoman hidup, telah ditetapkan Allah swt yang bertujuan untuk 
mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan apa yang telah dituliskan dalam 
al-Qur’an dan hadis. Dalam ilmu ushul fikih, yang maksud dengan hukum Islam 
yaitu khitab (firman) Allah swt terkait hukum yang mengatur perbuatan para 
mukalaf atau hubungan manusia dengan Tuhan-nya, manusia dengan manusia  
dan manusia dengan alam semesta.15 Para mukalaf yang telah  diamanahkan 
menjadi penegak hukum dan warga negara yang menjadikan agama Islam sebagai 
kepercayaan serta  al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Sebuah kewajiban untuk 
menegakkan hukum dengan baik dan adil, demi mengjaga kemaslahatan 
hubungan antara manusia dengan manusia sesuai yang telah di tetapkan dalam al-
Qur’an. Salah satu hal  yang telah diajarkan Agama Islam kepada orang-orang 
yang telah menjadikannya sebagai pedoman hidup, ialah agar senantiasa 
memutuskan perkara tidak mengikuti hawa nafsu serta perkara tersebut haruslah 
diputuskan secara bijaksana, mempertimbangkan maslahatnya dan menerapkan 
tolong menolong kepada sesama manusia yang dipandang sebagai dasar 
penegakan dari bantuan hukum, guna melaksanakan segala kewajiban serta dapat 
menyampaikan amanat berupa hak yang dimiliki orang lain, Allah swt berfirman 
dalam QS al-Nisa’/ 4 : 58 : 
                          
                            
 
                                                             
15Eko Siswanto, Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perpektif Mashlahat (Makassar: 




 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan  amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
diantara di manusia supaya kamu menetapkan  dengan adil. Sesungguhnya 
Allah membenci pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mendegar dan Maha Melihat”.16 
Dalam Tafsir Al Misbah dijelakan bahwa dalam ayat ini kita dapat 
berkata, bahwa keburukan sementara orang Yahudi seperti menunaikan amanah 
mengamalkan kitab suci dan tidak menyembunyikan isinya. Tuntunan tersebut 
sangat ditekankan karena ayat ini lansung menyebut nama Allah sebagai yang 
menuntun dan memerintahkan, sebagaimana terbaca dalam firman-Nya: 
Sesungguhnya Allah yang Maha agung, yang wajib wujud-Nya serta menyandang 
segala sifat terpuji lagi suci dari sifat tercela, menyuruh kamu menunaikan 
amanah-amanah secara sempurnah dan tepat waktu, kepada pemiliknya , yakni 
yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah 
manusia, betapa pun banyaknya yang diserahkannya kepada kamu, dan Allah juga 
menyuruh kamu apabila  kamu menetapkan hukum diantara manusia, baik 
amanah Allah kepada kamu maupun amanah manusia, betapa banyaknya 
diserahkannya kepada kamu, dan Allah juga menuruh kamu apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih  dengan manusia lain 
maupun tanpa perselisihan, maka supaya kamu harus menetapkan  putusan 
dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah swt.. tidak memihak kecuali 
kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang 
melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada 
                                                             
  
16Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri 2016), h. 87.  
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temanmun. Sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini adalah Maha Mendengar 
apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan hati kecilmu 
sendiri, lagi Maha Melihat sikap dan tingkah laku kamu. 
Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk 
dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. 
Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang 
dinilai oleh pemberiannya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya 
itu.17 Ayat ini menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah sebuah amanah yang 
harus ditunaikan, sebab ayat ini lansung menyebut nama Allah sebagai penuntun 
dan yang memerintahkan. Dalam penegakan hukum maka aparatur negara dalam 
pelaksanaan tanggung jawab haruslah menegakkan hukum dengan adil dan 
haruslah menunaikan amanah kepada setiap orang yang berhak menerimanya, 
serta tanpa memihak kepada lawan atau pelanggar hukum dan tidak pula memihak 
kepada teman atau korban dari pelanggar hukum tersebut, sehingga mampu 
menegakkan hukum yang seadil adilnya. 
Sehubungan dengan hal diatas, maka penulis tertarik mengangkat 
masalah tersebut kedalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 
“Implemetasi Pasal 56 ayat (1)  UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab   Undang-
undang Hukum Acara Pidana dalam Kasus Pencurian dalam Keadaan 
Memberatkan ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No : 110/Pid. 
B/2016/PN.Sgm)”. 
 
                                                             
 
17M. Quraish Shihab, Tafsir  Al Mishbah (Jakarta: Lentera Hati  2009), h. 580-581. 
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B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Pokok 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap 
beberapa hal yaitu implementasi Pasal 56 ayat (1)  UU No. 8 tahun 1981, Kasus 
Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan Hukum Pidana Islam. 
2. Deskripsi Fokus 
             Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia berarti  pelaksanaan 
atau penerapan.18 Dalam hal ini penelitian yang dimaksud adalah pelaksanaan atau 
penerapan pasal 56 ayat (1) Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang  KUHAP 
dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu, serta 
telah dimuat dalam regulasi  yang mengatur tentang kewajiban penegak hukum 
untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, kepada tersangka atau 
terdakwa yang diatur memalui tata cara penegakan hukum dalam beracara di 
peradilan pidana. Bantuan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang  yang memiliki 
kedudukam dalam masyarakat.19 Dalam hal ini yang dimaksud berkedudukan 
ialah advokat, dosen, paralegal dan mahasiswa  hukum. 
Bantuan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yakni bantuan 
hukum yang dikategorikan dalam jenis Legal Aid  yang sejalan dengan konsep 
pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu : 
                                                             
  
18Departemen  Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2008), h. 548. 
19Departemen  Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia,  h. 1051. 
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1. Pemberian bantuan hukum yang secara cuma-cuma yang dilakukan oleh 
penegak hukum disetiap tingkat pemeriksaan 
2. Bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan buta 
terhadap hukum 
3. Diancam dengan hukuman mati atau hukuman 15 tahun penjara atau 
hukuman 5 tahun atau lebih dan tidak mampu 
   Pencurian adalah suatu tindak kejahatan dengan mengambil barang orang 
lain tanpa sepengetahuan orang tersebut atau  secara sembunyi-sembunyi dengan 
itikad yang tidak baik.20 Pencurian dalam keadaan memberatkan adalah  
mengambil barang kepunyaan orang lain dalam keadaan yang menggunakan 
kekerasan.21 Pencurian ini umumnya  dilakukan di jalan umum atau di luar 
pemukiman korban yang dilakukan secara terang-terangan, disertai dengan unsur 
kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan luka baik secara 
fisik atau psikologi atau dapat mengakibatkan kematian bagi korban. 
   Hukum Pidana Islam pada umumnya sering disebut sebagai fiqh jinayah 
yang berarti mengetahui berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang 
tindakan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf.22 Tindakan tersebut telah diatur 
dengan ketentuan  larangan dan sanksi jika ketentuan tersebut dilanggar. Hal ini 
disebabkan tindakan tersebut telah menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, akal 
harta dan  keturunan. Namun, secara umum jika terkait dengan jarimah atau 
                                                             
  
20Hamzah Hasan,  Hukum Pidana Islam I  (Makassar:  Alauddin University Press, 2014), h. 
8. 
21Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam II, h. 123. 
22Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, h. 1. 
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tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa atau anggota tubuh seperti pembunuhan, 
pencurian yang mengakibatkan kematian, pembegalan (Hirabah)  dan lain-lain.23 
 
No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1.  Implementasi pasal 56 ayat (1) 
KUHAP 
Implementasi dalam penelitian ini yang 
dimaksud ialah pelaksanaan atau 
penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP 
dalam memberikan bantuan hukum bagi 
warga negara yang tidak mampu, yang 
telah diatur dalam regulasi  yang 
mengatur tentang kewajiban penegak 
hukum untuk memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma. 
Bantuan hukum cuma-cuma  
yang dimaksud yakni bantuan hukum 
yang dikategorikan dalam jenis Legal 
Aid  yang seiring dengan konsep pasal 56 
ayat (1) KUHAP yaitu : 
a. Pemberian bantuan hukum yang secara 
cuma-cuma yang dilakukan oleh 
penegak hukum. 
                                                             
  
23Ilham Primadin Ardyansyah, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 
Pemberian uang dan atau Barang di Tempat Umum dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis” (Surabaya: 
Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018), h. 25-26. 
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b. Bantuan hukum yang ditujukan kepada 
masyarakat miskin dan buta terhadap 
hukum. 
c. Diancam dengan hukuman mati atau 
hukuman 15 tahun penjara atau 
hukuman 5 tahun atau lebih dan tidak 
mampu. 
2.  Pencurian dalam keadaan 
memberatkan  
Suatu tindak pidana pencurian yang 
menggunakan kekerasan yang dapat  
mempermudah dalam mengambil barang 
milik orang lain. Pencurian ini umumnya  
terjadi di jalan umum atau di luar 
pemukiman korban yang dilakukan 
secara terang-terangan dengan 
menggunakan ancaman kekerasan dan 
dapat mengakibatkan luka baik secara 
fisik atau psikologi atau dapat 
mengakibatkan kematian bagi korban. 
3.  Hukum  Pidana Islam Ketentuan hukum yang mengatur tentang 
perbuatan jinayah atau tindak pidana 
yang dilarang dalam syara’ karena dapat 
menimbulkan bahaya bagi Agama, jiwa, 
akal, harta dan keterunan. Secara umum 
15 
 
tindak pidana yang sering terjadi pada 
jiwa atau bagian tubuh ialah seperti 
pembunuhan, pencurian, pembegalan 
(Hirabah) dan lain-lain. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
dirumuskan pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: bagaimana 
Implementasi pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dalam kasus pencurian dalam keadaan 
memberatkan ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No : 
110/Pid.B/2016/PN. Sgm). Dari permasalahan pokok tersebut, dirumuskan sub 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana akibat hukum implementasi pasal 56 ayat (1) UU No. 8 
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 
kasus pencurian dalam keadaan memberatkan ? 
2. Apa yang menjadi penyebab terdakwa diperiksa tanpa mendapatkan 
bantuan hukum yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada kasus 
pencurian dalam keadaan memberatkan ? 
3. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai hak terdakwa 





D. Kajian Pustaka 
  Sebelum melakukan penelitian mengenai implementasi pasal 56 (1) UU 
No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam 
kasus pencurian dalam keadaan memberatkan ditinjau dari Hukum  Pidana Islam 
(Studi Putusan No:110/Pid.B/2016/PN.Sgm) menemukan referensi yang berkaitan 
dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, di 
antaranya : 
1. Fajlurrahman Juardi dalam bukunnya yang berjudul “Teori Negara 
Hukum”. Dalam buku ini membahas tentang berbagai jenis dan teori 
bentuk negara hukum, serta tugas dan tanggung jawab negara terhadap 
warga negaranya. Namun, dalam buku ini tidak membahas secara rinci 
tentang bagaimana hak masyarakat untuk mengakses keadilan dengan 
mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.24 Dalam hal ini 
memiliki persamaan dalam pembahasan yang akan ditulis tetapi yang 
menjadi pembeda ialah peneliti membahas bantuan hukum secara cuma-
cuma yang tertuang didalam pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan secara 
rinci sebagai salah satu tanggung jawab negara terhadap warga 
negaranya. 
2. Febri Handayani dalam bukunya yang berjudul “Bantuan Hukum di 
Indonesia”. Dalam buku ini membahas salah satu implementasi UUD 
NKRI Tahun 1945 yang menyatakkan “negara Indonesia adalah negara 
hukum”, dengan ciri mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi 
                                                             
24Fajlurrahman Juardi, Teori Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016), h.53. 
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setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Namun, dalam buku 
ini tidak membahas bantuan hukum sebagai kewajiban penegak hukum 
yang harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang telah 
memenuhi klasifikasi pasal 56 ayat (1) KUHAP.  Dalam hal ini memiliki 
kemiripan dengan judul skripsi yang akan ditulis tetapi yang menjadi 
pembeda ialah peneliti ingin meneliti penerapan pasal 56 ayat (1) 
KUHAP sebagai kewajiban penegak hukum untuk menunjuk penasehat 
hukum dalam memberikan bantuan hukum.25 
3. Hamzah Hasan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Islam II”. 
Dalam buku ini membahas tentang tindak pidana dalam prespektif pidana 
Islam termasuk tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan 
atau Hirabah. Namun, dalam buku ini tidak membahas terkait hak dan 
kewajiban penegak hukum yang harus ditunaikan kepada tersangka atau 
terdakwa pada pelaku tindak pidana Hirabah. Dalam hal ini memiliki 
kemiripan dengan judul skripsi yang akan ditulis tetapi yang menjadi 
pembeda ialah peneliti ingin meneliti tindak pencurian dalam keadaan 
memberatkan dengan penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP bagi 
tersangka atau terdakwa yang tidak mampu .26 
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dengan judul buku 
“Bantuan Hukum Bukan Hak yang diberi”. Dalam buku ini membahas 
tentang hasil analisa dari hasil penelitian YLBHI bersama padang, 
Palembang, Surabaya, Semarang  dan Makassar, serta LBH Sulawesi 
                                                             
25Febri Handayani, Bantuan Hukum di Indonesia (Pekanbaru: Kalimedia,  2016), h. 291. 
         
26Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam II, h. 183. 
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Tengah tentang paradigma bantuan hukum pada pertimbangan ekonomi-
an sich, pembentukan kebijakan bantuan hukum di daerah yang diinisiasi 
oleh ASN dan kekuatan politik dan pengaruh organisasi masyarakat 
dalam pembentukan kebijakan bantuan hukum.27 Namun, dalam buku ini 
bantuan hukum hanya dipandang sebagai hak atau kepentingan yang 
lindungi oleh hukum yang dapat gugur setelah ada penolakan dari 
tersangka atau terdakwa. Dalam hal ini memiliki kemiripan dengan judul 
skripsi yang akan ditulis tetapi yang membedakan peneliti ingin 
membahas bantuan hukum dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan 
kewajiban penegak hukum untuk memberikan bantuan  hukum secara 
cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa 5 
tahun penjara atau lebih dan tidak mampu serta tidak memiki penasehat 
hukum sendiri 
5. Didi Kusnadi “Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya 
dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia oleh Didi 
Kusnadi”. Buku ini membahas tentang hukum Islam yang bersumber dari 
al-Qur’an, hadits dan , ijtihad yang  telah berlaku selama berabad-abad, 
hingga menyebabkan menyatu dengan tradisi dan kehidupan umat 
muslim, serta telah banyak memuat ketentuan tentang prinsip dan asas 
bantuan hukum yang memiliki peran penting daalam penegakan hukum 
Islam, dalam menjamin keadilan dan hak asasi manusia, sehingga  
                                                             
 
27Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,  Bantuan Hukum  Bukan Hak yang diberi 
(Jakarta:  YLBHI Bersama LBH Padang, LBH Palembang, LBH Semrng, LBH Surabaya, LBH 
Makassar, dan LBHS Sulawesi Tengah, 2013), h. 231. 
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dengan adanya UU Advokat No. 18 tahun 2003 ternyata belum mampu 
memenuhi kebutuhan bagi arah kebijakan politik hukum dan bantun 
hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.28 Namun, dalam buku ini 
hanya membahas bantun hukum dalam ruang lingkup hukum Islam dan 
tidak membahas dalam ruang lingkup hukum Nasional.  Dalam hal ini 
memiliki kemiripan dengan judul skripsi yang akan ditulis oleh peneliti, 
tetapi yang menjadi pembeda ialah peneliti ingin meneliti pasal 56 ayat 
(1) KUHAP sebagai kewajiban penegak hukum yang harus dilaksanakan 
dalam lingkup hukum nasional dan membahas bantuan hukum dalam 
pandangan hukum Islam .   
E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penulis skripsi ini adalah untuk 
menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu: 
a. Untuk mengetahui akibat hukum implementasi pasal 56 ayat (1) UU No. 
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
dalam kasus pencurian dalam keadaan memberatkan. 
b. Untuk mengetahui  yang menjadi penyebab terdakwa diperiksa tanpa 
didampingi bantuan hukum yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) UU 
No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
dalam kasus pencurian dalam keadaan memberatkan. 
                                                             
 
28Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat 
dan penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 28. 
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c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam mengenai hak 
terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. 
2. Kegunaan Penelitian  
 Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
a. Kegunaan Ilmiah 
1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau 
referensi bagi yang ingin mengetahui serta meneliti lebih jauh 
implementasi pasal 56 ayat (1) UU No. 18 tahun 1981 terhadap kasus 
pencurian dalam keadaan memberatkan. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mejadi sumbangan pemikiran 
dalam penerapan pasal 56 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 terhadap kasus 
pencurian dalam keadaan memberatkan 
b. Kegunaan Praktis 
1) Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi penegak 
hukum untuk menerapkan aturan dengan menjunjung niai-nilai keadilan. 
2) Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk membuat regulasi 
tentang kewajiban penegak hukum yang disertai dengan hukuman jika 




A. Tinjauan Umum Bantuan Hukum  
1. Pengertian bantuan hukum 
Bantuan hukum telah di pandang sebagai hak yang dapat di perjuangkan 
oleh setiap orang, yang telah dianggap sebagai bagian dari  hak asasi. Hal 
tersebut di maksudkan untuk memperjuangkan penegakan hak asasi manusia 
guna memporoleh penghargaan yang selakanya dalam hukum. 
Berdasar kepada pemikiran Adnan Buyung Nasution bahwa bantuan 
hukum dapat di defenisikan dalam arti luas, pertama  sebagai gerakan untuk 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang bertujuan untuk menyadari 
hak-hak serta kewajiban sebagai manusia dan warga negara Republik Indonesia. 
Kedua, bantuan hukum dianggap sebagai usaha yang bertujuan melakukan 
perbaikan-perbaikan hukum guna memenuhi kebutuhan rakyat dalam mengikuti 
perubahan keadaan dalam masyarakat. Lokarya Bantuan Hukum Tingkat 
Nasional tahun 1978 berpendapat, bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan 
dalam melakukan pelayan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak 
mampu (miskin) baik secara perorangan atau kepada kelompok-kelompok 
masyarakat tidak mampu secara finansial. Kegiatan bantuan hukum tersebut 
meliputi kegiatan pembelaan. Perwakilan di dalam dan diluar pengadilan, 
pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan.1 Sementara itu, simposium 
Badan Kontak Profesi Hukum Lampung pada tahun 1976  merumuskan bantuan 
hukum sebagai pemberian bantuan kepada  seorang pencari keadilan yang tidak 
                                                             




mampu dan sedang mengalami kesulitan dalam bidang hukum, baik di dalam 
pengadilan maupun di luar pengadilan tanpa imbalan jasa.2 
Di negara Barat bantuan hukum diistilahkan dengan legal aid” dan 
“legal assistances” yang keduanya mengandung arti sebagai jasa hukum yang 
diberikan oleh advokat atau pengacara bagi kalangan masyarakat pencari 
keadilan (everyone who are looking for justie).3 
a.  Legal aid 
Legal aid dapat diartikan sebagai bantuan hukum kepada  masyarakat 
yang diberikan  secara cuma-cuma dan di khususkan kepada masyarkat yang tidak 
mampu yang secara konseptual merupakan upaya penegakan dalam melakukan 
pembelaan terhadap kepentingan dan hak-hak  masyarakat atau warga negara 
yang tidak mampu atau miskin 
b. Legal assistance 
Legal assistance diartikan sebagai pelayanan hukum yang hadir untuk 
memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat yang bertujuan  untuk 
menjamin hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan konsultasi 
hukum, yang menyediakan bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali 
dengan menggunakan honorarium. Hal ini dilakukan agar pelayanan hukum 
dalam pratiknya tidak diskriminatif karena adanya perbedaan status kekayaan 
seseorang. 4 Hal ini tentunya dapat disimpulkan bahwa pelayanan hukum bukan 
hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu atau miskin tetapi yang mampu 
membayar jasa pelayanan bantuan hukum tersebut. 
                                                             
2Febri Handayani, Bantuan Hukum di Indonesia, h. 4. 
3Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan 
penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 33. 
4Abdurahman,  Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia (Yogyakarta: Cendana Press 
1983), h. 34, dikutip dalam Lukman Santoso Az, Buku Pintar Beracara (Yogyakarta: Flashbooks, 




Menurut pemikiran Dias, pelayanan hukum mencakup beberapa kegiatan 
meliputi:  
a. Pemberian bantuan hukum 
b. Pemberian bantuan hukum dimaksudkan agar usaha kebijaksanaan hukum 
(legal policies) yang terkait kepentingan orang-orang miskin dapat 
diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik  
c. Usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan kejujuran dan kelayakan 
prosedur di pengadilan serta aparat-aparat penegak hukum menyelesaikan 
sengketa melalui usaha perdamaian. 
d. Usaha yang bertujuan untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan 
hak-hak dalam bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum yang 
secara tegas. 
e. Bantuan hukum yang dibutuhkan untuk menciptakan hubungan kontraktual, 
badan-badan hukum atau organisasi masyarakat yang dengan niad dibentuk 
untuk memaksimumkan kesempatan serta maafaat yang telah diberikan oleh 
hukum. 
Berdasar kepada pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan 
hukum adalah salah satu bentuk kegiatan dari pelayanan hukum. Menurut Frans 
Hendra Winata5 bantuan hukum merupakan jasa hukum yang secara khusus 
diberikan kepada fakisr miskin yang membutuhkan bantuan pembelaan secara 
cuma-cuma baik di luar ataupun di dalam pengadilan baik secara pidana, perdata 
dan tata usaha negara yang berasal dari seseorang yang paham terkait pembelaan 
hukum, asas-asas, dan kaidah hukum serta hak asasi yang dimiliki oleh warga 
negara yang memiliki beberapa unsur yaitu : 
                                                             




a. Penerima bantuan hukum ialah fakir miskin atau yang tidak mampu dalam 
finansial 
b. Bantuan hukum yang diberikan dapat secara litigasi dan non litigasi serta baik 
dalam peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. 
c. Bantuan hukum yang dimaksud diberikan secara cuma-cuma.6 
   Pelayanan hukum dalam memberikan bantuan hukum di negara ini, dibagi 
menjadi 2 (dua) jenis yaitu bantuan hukum structural dan individual, yaitu: 
a. Bantuan hukum structural merupakan bantuan hukum yang tidak hanya 
berfokus pada kepentingan membela masyarakat  yang tidak mampu dalam 
peradilan, namun memiliki artian bahwa untuk menumbuhkan kesadaran dan 
pemahaman masyarakat akan pentingnya hukum. 
b. Bantuan hukum individual merupakan bantuan hukum kepada masyarakat 
yang tidak mampu, dalam bentuk pendampingan advokat dalam proses 
penyelesaian perakara yang dihadapi, baik di hadapan pengadilan maupun 
seperti non litigasi, yang bertujuan menjamin adanya pemerataan pelayanan 
hukum kepada setiap masyarkat pada lapisan golongan apapun.7 
2. Konsep Bantuan Hukum 
Dalam konsepsional bantuan hukum dilihat pada tujuan orientasi, sifat, 
cara pendekatan dan ruang lingkup aktivitas program baantuan hukum, terkhusus 
kepada orang miskin dan buta terhadap hukum, maka pada dasarnya 
dikategorikan pada dua konsep utama, yakni konsep bantuan hukum tradisional 
dan konsep bantuan hukum konstitusional. 
a. Konsep bantuan hukum tradisional 
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7Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia (Jakarta: Lembaga Penelitian , 




Konsep bantuan hukum tradisonal merupakan pelayan hukum yang 
diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial dan individual. 
Bantuan hukum ini bersifat pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. 
Hal ini dimaksudkan segala permasalahan hukum warga negara yang tidak 
mampu secara finansial semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Orientasi 
bantuan hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi warga negara 
negara yang tidak mampu, sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasar pada 
semangat charity. 
Berdasar pada semangat charity tersebut, Adnan Buyung Nasution 
menuliskan, bahwa bantuan hukum sudah  dikenal sejak zaman Romawi hal 
tersebut lebih didorong oleh motivasi agar mendapatkan pengaruh dalam 
masyarakat. Pada abad pertengahan, terkait bantuan hukum mendapat dukungan 
baru sebagai akibat dari pengaruh agama Kristen, yakni keinginan orang-orang 
untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk memberikan 
bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu atau miskin, hal ini bersamaan 
tumbuh dengan nilai-nili kemuliaan (nobility) dan kesaktriaan (chivalry) yang 
sangat diagungkan oleh orang-orag pada saat itu.  Pada masa Revolusi Perancis  
dan Amerika sampai pada zaman modern saat ini, motivasi dalam pemberian 
bantuan hukum tidak hanya berdasar pada smangat chairity, tetapi telah bersegser 
dan dikaitkan dengan “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berdasar 
kepada konstitusi modern.8 
b. Bantuan hukum konstitusional  
Konsep bantuan hukum konstitusional dalam kerangka usaha dan tujuan 
memiliki arah yang lebih luas, seperti : 
                                                             
8Bambang Suggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dikutip 




1. Menyadarkan hak-hak masyarakat yang tidak mampu atau miskin 
sebagai subjek hukum 
2. Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai 
sendi  pokok bagi tegaknya negara hukum. 
Konsep yang membedakan bantuan hukum tradisional dengan bantuan 
hukum konstitusioanl ialah bantuan hukum konstitusional memiliki sifat yang 
lebih aktif, yang tidak hanya diberikan secara individual tetapi juga diberikan 
kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif, melalui metode 
pendekatan formal-lgal dan politik serta negosiasi. Orientasi dan tujuan bantuan 
hukum ini bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan kepada 
prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, yang dipandang sebagai suatu 
kewajiban dalam rangka menyadarkan warga negara sebagai subjek hukum yang 
memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain.  
Berdasar pada pemikiran bahwa ternyata konsep bantuan hukum 
tradisonal dan konsep bantuan konstitusional, masih belum memenuhi kebutuhan 
masyarakat miskin, hal ini kemudian mendasari Lembaga Bantuan Hukum 
memperkenalkan konsep bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum 
struktural merupakan suatu konsep pemberian bantuan hukum yang bertujuan 
untuk menciptakan kondisi yang mewujudkan hukum yang mampu mengubah 
struktur yang timpang, menuju struktur yang lebih adi dalam berbagai bidang 
dalam kehidupan. Berpijak pada pemikiran tersebut, maka ciri dari konsep 
bantuan hukum structur yaitu :9 
1. Mengubah orientasi bantuan hukum dari kekotaan menjadi pedesaan 
2. Membuat sifat bantuan hukum berubah menjadi aktif  
3. Menggunakan pendekatan-pendekatan diluar hukum 
                                                             




4. Melakukan banyak kerja sama dengan lembaga social lainnya 
5. Menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan 
partisipasi rakyat banya (facilitator)  
6. Mengutamakan kasus-kasus (penagannya) yang sifat structural 
7. Mempercepat terbentuknya hukum-hukum yag responsip (responsive 
law),  yang mampu menunjang perubahan struktural.10  
3. Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Bantuan Hukum 
Ruang lingkup bantuan hukum setelah terbentuknya organisasi bantuan 
hukum dikenal dengan istilah lembaga bantuan hukum, yakni bertujuan untuk 
memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan, yang 
secara umum diberikan bantuan hukum seperti : 
a. Bantuan hukum berupa nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan 
hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara, akibat hukum, 
putusan pelaksanaan, perdamaian dan lain-lain. 
b. Mendampigi tersanngka atau terdakwa dalam perkara pidana, yang 
tersangkanya sedang atau akan diperiksa oleh penyidik atay menjadi pembela 
dalam perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang akan diperiksa oleh 
pengadilan. 
c. Menjadi kuasa hukum dalam perkara perdata. 
Menurut Soerjono Soekanto terkait ruang lingkup bantun hukum dapat 
ditinjau dari segi bidang-bidang tata hukum antara lain, Hukum Tat Negara, 
Hukum Administrasi Negar, Hukum Pidana, Hukum Privat, Hukum Acara, dan 
Hukum Internasional. Sedangkan berdasar pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2011, dinyatakan bahwa : 
                                                             





a. Bantuan hukum diberika kepada penerima bantuan hukum yang sedang 
menghadapi masalah hukum 
b. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah 
hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik secara litigasi dan non 
litigasi. 
Dalam artikel yang berjudul Legal Aid-Modern The-mes and Variations, 
Cappelleti dan Gordleyi telah mengembangkan jenis bantuan hukum yaitu : 
a. Bantuan hukum yuridis-individual 
Bantuan hukum yuridis-individual adalah hak yang telah diberikan 
kepada warga negara yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang dimiliki 
secara individual. 
b. Bantuan hukum kesejahteraan 
Bantuan hukum kesejahteraan adalah hak untuk sejahtera dan menjadi 
bagian dari kerangka perlindungan social yang diberikan oleh walfare state. 
Konsep bantuan hukum yang dikemukakan dalam artikel tersebut berbeda dengan 
konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk, dan Sloot yang memuat 5 
(lima) jenis bantan hukum, yaitu : 
a. Bantuan hukum preventif 
Bantuan hukum prefentif adalah pemberian keterangan dan pelaksanaan 
penyulusahn hukum kepada masayarakat sehingga mampu memahi terkait hak dan 
kewajiban mereka sebagai warga negara. 
b. Bantuan hukum diagnostic 
Bantun hukum diagnostic adalah pemberian nasihat-nasihat hukum atau 
dikenal dengan konsultasi  hukum11 
 
                                                             




c. Bantuan hukum pengendalian konflik  
Bantuan hukum pengendalian konflik adalah bantuan hukum yang 
bertujuan untuk mengatasi secara aktif masalah-massalah hukum konkit yang 
terjadi di masyarakat. 
d. Bantuan hukum pembentukan hukum  
Bantuan hukum pembentukan hukum adalah untuk memancing 
yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar. 
e. Bantuan hukum pembaharuan hukum 
Bantuan hukum pembaharuan hukum adalah untuk mengadakan 
pembaharuan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undnag 
(materil).12 
4. Macam-Macam Bantuan Hukum 
 Dalam pelaksanaaan bantuan hukum baik dalam rana peradilan atau di luar 
peradilan tetap wajib dilaksankan dengan memberikan beberapa macam atau 
bentuk bantuan hukum seperti : 
a. Bantuan hukum dalam proses peradilan 
1) Pendampingan penasehat hukum dalam proses pelaksanaan penyidikan  
2) Pendampingan penasehat hukum saat proses pelaksanaan sidang di 
pengadilan. 
b. Bantuan hukum di luar peradilan 
1) Pemberian nasihat hukum terkait hak dan kewajiban tersangka atau 
terdakwa pada setiap persidangan 
2) Konsultasi hukum tekait kasus yan dialami 
3) Pemahaman tentang ketentuan acara pidana yang harus di perhatikan oleh 
saksi, ahli, tersangka/terdakwa 
                                                             




4) Pendampingan saksi 
5) Bantuan menyiapkan berkas kesaksian 
6) Bantuan menyiapkan alat bukti guna kepentingan pembuktian. 13 
5. Landasan Bantuan Hukum secara cuma-cuma 
 Indonesia yang menganut civil law system kemudian dalam pelaksanaanya 
telah diatur dalam perundang-undangan, seperti pelaksanaan pemberian bantuan 
hukum dengan salah satu bentuk access to justice seseorang yang  telah disangka 
melakukan tindak pidana oleh penyidik ialah bagaimana yang bersangkutan dapat 
dan atau berhubungan untuk meminta bantuan Advokat baik secara cuma-cuma. 
Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang sebagai berikut : 
a. UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
1) Pasal 54 
    Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak 
mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama 
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurt tatacaara yang 
ditentukan dalam undang-undang ini. 
2) Pasal 55 
  Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka at 
terdakwa berhak memilih penasihat hukumnya. 
3) Pasal 56 
  Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didadakwa melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas 
tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan 
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, 
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pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk 
penasihat hukum bagi mereka. 
  Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. 
4) Pasal 65 
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan menguji saksi 
dan atau seseorang yang memiliki keahlin khusus guna memberikan keterangan 
yang menguntungkan bagi diriya 
5) Pasal 69 
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau 
ditahan pada semua tingkat pemeriksaan mnuruttatacar yang ditentukan dalam 
undang-undang ini.14 
6) Pasal 114 
Dalam hak seorang disangka melalukan suatu tindak pidana sebelum 
dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan 
kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum  atau bahwa ia 
dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
b. Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Bantuan Hukum  
Konsideran Undang-Undang Bantuan Hukum : 
Bahwa Negara bertanggung jawab teradap pemberian bantuan hukum bagi 
orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum adalah 
jasa hukum yang dibeikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma 
kepada Penerima Bantuan Hukum (pasal 1 butir 1). Penerima bantuan hukum 
adalah orang atau kelompok orang miskin (pasal 1 butir 2). 
                                                             





1) Pasal 4 
Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang 
menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik 
litigasi dan non litigasi yang meliputi menjalankan tugas, mendampingi , 
mewakili, membela, dan/atau melaukn tindakan hukum lain untuk kepentingan 
hukum Penerima Bantuan Hukum. 
2) Pasal 5 
Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) 
meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi 
hak dasar secara layak dan mandiri . 
c. Undang-Undang No 18 tahun 2003 Tentang Advokat  
Pasal 22 
Advokat  wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
pencari keadilan yag tidak mampu. 
Ketentuan lebih lanjut  terkait persyaratan dan tata cara  pemberian 
bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
lebih lanjut dengan perauran pemerintah.15 
d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
1) Pasal 18 ayat (4) 
 Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak 
saat penyidikan  sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap.16  
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e. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak jelaskan secara jelas terkait 
pemberian bantun hukum secara cuma-cuma, namun di beberapa pasal 
tersebut telah menjelasakan secara tersirat yaitu : 
1) Pasal 28 D ayat (1)‟ 
 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian 
hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum 
2) Pasal 28 I ayat (2) 
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak 
mendapatkan bantuan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. 
3) Pasal  34 ayat (1) 
Fakir miskin dan anak-anak  yang terlantar diplihara oleh Negara17 
f. putusan Mahkama Agung  No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 september 
1993 dalam pertimbangannya menyatakan : 
Apabila  syarat-syarat penyidik tidak dipenuhi seperti halnya penyidik 
tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan 
Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima. Hanya saja Yurisprudensi 
tersebut tidak mengikat secara memaksa sehingga harus dimuat di dalam 
Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat memaksa para penegak hukum 
untuk melaksanakan kewajiban dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
6. Bantuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
     Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma maka harus memenuhi 
kategori sebagai prasyarat untuk  memperoleh bantun hukum tersebut yaitu: 
a. Diancam pidana mati 
b. Diancam pidana 15 tahun atau lebih 
c. Tidak mampu dan diancam dengan pidana  5 tahun atau lebih. 
                                                             
 





Dalam hukum acara pidana terdapat sebuah adigium  yang telah 
menyatakan “ubi jus ibi remedium” yang artinya dimana ada hak di sana ada 
kemungkinan menuntut, memperoleh atau memperbaikinya jika hak tersebut 
dilanggar. Namun, bagi warga Negara yang buta terhadap hukum tidak mungkin 
akan menuntut hak yang dimilikinya sebab ia tidak tahu hak apa yang dia miliki 
sesungguhnya, maka pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk 
menghilangkan segala tindakan diskriminasi antara satu dengan yang lainnya 
(dalam hal ini dimaksudkan antara yang paham hukum dan yang tidak paham 
hukum).18 
Ketentuan bantuan hukum dala KUHAP diatur dalam pasal 54 sampai 
dengan pasal 56, dan berdasar kepada rumusan pasal 56 ayat (1) KUHAP terdapat 
dua keadaan ancaman hukuman pidana, yang menimbulkan kewajiban bagi 
aparatur negara untuk menunjuk penasehat hukum yang bertujuan untuk 
pembelaan tersangka atau terdakwa, yaitu : 
a. Pertama yakni adanya kewajiban untuk menunjuk penasehat, sebab tersangka 
atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana 
penjara lima belass tahun atau lebih. Hal ini telah bebankan kepada aparat 
penegak hukum untuk wajib menunjuk penasehat hukum yang berdasar 
kepada unsur tersebut, yang tidak disyaratkan terkait tersangka atau terdakwa 
dalam keadaan mampu atau tidak. Jika tersangka atau terdakwa dalam 
keadaan kategori mampu untuk menunjuk penasehat hukum sendiri, maka 
kewajiban pejabat yang berwewenang pada pasal 56 ayat (1) akan gugur 
dengan sendirinya.  
b. Kedua bahwa kewajiban yang telah dibebankan kepada pejabat yang 
berwewenang untuk menunjuk penasehat hukum dalam kondisi tersangka 
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atau terdakwa yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, dengan 
syarat tersangka dalam keadaan tidak mampu.  
Pasal 56 ayat (1) KUHAP seharusnya mampu menjadi pelindung bagi 
warga negara yang tidak mampu, akan tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut 
memiliki dua kekurangan yaitu: 
a. Tidak ada sanksi aparat penegak hukum jika pasal tersebut dilanggar, sebab 
idealnya pasal dengan posisi yang seperti ini seharusnya didukung dengan 
aturan yang jelas, sehingga jika terjadi kelalaian atau pelanggaran terjadi atas 
hak yang dijamin atas pasal tersebut, hal ini selaras  dengan pendapat yang 
disampaikan oleh ibu Maria Farida Indrati selaku mantan Hakim Mahkama 
Konstitusi bahwa : 
 
Suatu norma hukum dapat merupakan suatu norma hukum tunggal dan 
dapat pula berwujud norma hukum berpasangan. Norma hukum tunggal 
merupakan suatu suruhan (das solen) tentang bagaimana seorang 
hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Norma hukum berpasangan 
adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma 
hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer merupakan suatu 
suruan (das solen) tentang bagaimana seorang hendaknya bertindak atau 
bertingkah laku, sedangkan norma hukum sekunder adalah norma hukum 
yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu 
tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekuder ini memberikan 
pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma 
hukum primer itu tidak dipatuhi dan norma ini mengandung sanksi bagi 
seorang yang tidak mematuhi suatu ketentuan dalam norma primer.19 
 
Dari pendapat tersebut jika dihubungan dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP, 
dapat dilihat pasal tersebut merupakan norma hukum tunggal, sebab tidak diikuti 
dengan dengan sebuah akibat hukum jika norma tersebut tidak dilaksanakan. 
Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan bahwa kata wajib harus disertai 
dengan konsekwensi hukum, jika ternyata kewajiban tersebut tidak tidak 
laksanakan sebagai didefinisikan sebagai berikut : 
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Kewajiban pada dasarnya adalah keharusan (yang diperintahkan atau 
ditetapkan oleh hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan 
tertentu, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu 
bagi pengemban kewajiban tersebut. 
b.  Penafsiran dari kata wajib yang beraneka ragam (multitafsir), seperti apakah 
kewajiban penegak hukum telah gugur atau tetap melekat ketika tersangka 
atau terdakwa menolak di damping penasehat hukum, sebab dalam pasal 56 
ayat (1) KUHAP telah wajib menyediakan penasehat hukum bagi tersangka 
atau terdakwa yang tidak mampu, sedangkan tersangka atau terdakwa juga 
memiliki hak untuk menolak penasehat hukum dalam perkaranya.20 
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan 
1. Tindak pidana 
Tindak pidana dalam bahasa Belanda  merupakan terjemahan dari 
strafbaar  feit,  yang secara resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Secara Umum di samakan dengan delik, yang berasal dari bahasa 
delictum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap Undang-undang.21 
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 
bahasa Latin yakni delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum 
sebagai berikut: 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana),22 sedangkan 
Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) sebagai berikut: 
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“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan 
hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”23 
Tindak pidana terjadi karena adanya perbuatan pidana, dimana perbuatan 
pidana tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar perintah untuk 
melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberi sanksi, 
baik di dalam undang-undang maupun didalam peraturan daerah.24 
` Satochid Karta negara berpendapat bahwa  unsur-unsur tindak pidana atau 
delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah 
unsur yang terdapat diluar diri manusia seperti suatu tindakan,  suatu akibat dan 
keadaan. Sedangkan unsur subjektif adalah tindak pidana yang terdiri dari unsur-
unsur yaitu unsur pertanggung jawaban pidana dan kesalahan.25 
2. Pencurian dalam keadaan memberatkan 
   Tindak pidana pencurian dalam kamus besar bahasa Indonesia jelaskan 
bahwa kata pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri. Di dalam 
perundang-undangan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian 
haruslah memenuhi beberapa unsur-unsur yang pasal yang di dakwakan. Seperti 
pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian biasa, yang 
berbunyi:  
    “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seleruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang ain, dengan dimaksu untuk memiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau pidana denda palng banyak Rp. 900,-“.26 
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 Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana telah mengatur beberapa 
jenis pencurian, salah satunya ialah  mengatur tentang pencurian dalam keadaan 
memberatkan dalam pasal 365, yaitu pada ayat (1) berbunyi:  
   “Diancam dengan pidana penjara maksimun Sembilan tahun, pencurian 
yang didahlui, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya, atau untuk tetap 
menguasai barang yang dicuri”.      
 
Pada ayat (3) berbunyi: “Jika tindakan itu menghasilkan kematian, diancam 
dengan pidana pencara maksimun lima belas tahun”. 
  Dalam pasal 365 ayat (3) KUHAP untuk dinyatakan sebagai pencurian 
dalam keadaan memberatkan haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHAP 
serta dilengkapi dengan keadaan yang memberatkan yang telah ditentukan yaitu : 
a. Didahului dengan menggunakan kekerasan/adanya ancaman kekerasan, atau 
b. Disertai dengan menggunakan kekerasan/adanya kekerasan, atau Diikuti 
dengan kekerasan/adanya ancaman kekerasan, dan maksud didahului/ 
disertai/diikuti tersebut adalah untuk : 
1) Mempersiapkan dalam mempemudah pencurian, atau 
2) Dalam hal tertangkap tangan : 
(a) Berpotensi terjadi melarikan diri sendiri atau 
(b) Berpotensi peserta lainnya melarikan diri 
3) Agar tetap dapat menguasai barang yang dicuri  tersebut.27 
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan 
dalam Pandangan Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian tindak pencurian dalam keadaan memberatkan dalam hukum 
pidana Islam 
                                                             




Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian dalam keadaan 
memberatkan di istilahkan dengan Hirabah yang berarti pembegalan atau 
pencurian besar atau  qat’ut. 
Menurut Abu Hanifah, Ahmad an Syi‟a Zaidiyah hirabah adalah keluar 
untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan dengan menakut-nakuti orang yag 
sedang berlalu lintas dijalan atau mengambil harta atau membunuh orang. 
Sedangkan menurut Syafi‟iyah yang berpendapat bahwa hirbah adalah ke luar 
untuk mengambil harta, atau membunuh atau menakut-nakuti dengan 
menggunakan kekerasan, menggunakan kekuatan dan jauh dari pertolongan. 
 2.  Unsur-unsur Hirabah 
Berbicara terkait unsur pokok hirabah  ialah  tindakan tersebut dilikungan 
dengan niad sengaja, pelaksanannya dilakukan dijalan umum atau diluar tempat 
tinggal korban, yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan unsur 
kekerasan serta ancaman. Selain unsur tersebut adapulas unsur lainnya seperti 
telah berpindah tangannya barang milik korban ke tangan pelaku tindak pidana. 
Bentuk-bentuk tindak pidana hirabah berdasarkan definisi yang 
dikemukakan ialah :  
a. Keluar yang bertujuan untuk mengambil barang orang lain dengan kekerasan, 
serta pelaku menggunakan intimidas, baik tanpa harta atau tanpa membunuh. 
b. Keluar untuk mengambil barang atau harta orang lain dengan cara kekerasan, 
dan mengambil barang atau harta tersebut tanpa membunuh. 
c. Keluar untuk mengambil harta dengan menggunakan kekerasan, kemudian 
melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta. 
d. Keluar untuk mengambil harta dengan menggunakan kekerasan, lalu 
melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain.28  
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3. Hak asasi manusia dalam pandangan hukum pidana Islam 
Dalam bahasa Arab haqq dapat diartikan sebagai fakta yang nyata atau 
kenyataan (al-maujud, al-Tsabit), sedangkan dalam hukum berarti kebenaran atau 
apa-apa yang memiliki keterkaitan dengan fakta. Menurut Hasim Kamala haqq 
adalah sebuah anugerah khusus atas penguasaan atas sesuatu atau sebuah tuntutan 
kepada pihak lain yang disahkan oleh syariat dengan maksud mendapatkann 
manfaat tertentu. Hak asasi manusia merupakan hak yang telah diaugerahkan 
Allah swt kepada ummatnya yang bersifat kodratd, sehingga tidak ada kekuasaan 
apapun yang dapat mencabut atau mengurangi hak tersebut.  Secara hakekat hak 
asasi manusia terdiri dari dua hak dasar yakni hak atas persamaan dan hak 
kebebasan. Dari kedua hak dasar tersebut kemudian melahirkan HAM dalam 
defenisi modern adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada 
warga negara atas dasar tertentu.29 Salah satu bentuk implementasi dari hak atas 
persamaan dan hak kebabasan tersebut dalam kasus pidana, ialah dengan 
menghapuskan segala tindakan diskriminasi, baik bagi  korban ataupun bagi 
pelaku tindak pidana tersebut. Serta tidak menjadikan tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku menjadi alasan untuk menghapus setiap hak yang 
dimilikinya dan menggurkan kewajiban penegak hukum untuk menunaikan setiap 
wewenang dan menyampaikan amanah sebagaimana telah diatur dalam Agama 
Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan Sunnah.  
Dalam buku yang ditulis Topo Santoso menyatakan bahwa ummat Islam 
berpendapat bahwa setiap hak harus dikembalikkan kepada dua sumber hukum 
yang telah dijadikan sebagai rujukan yakni al-Qur‟an dan as-Sunnah, sehinggah 
hak asasi manusia memiliki landasan yang kuat dalam hukum islam, serta 
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semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdi kepada-Nya, maka 
semakin dia bebas dari penghambaan kepada manusia lain atau mahluk lainnya 
Sejak tahun 1400 yang lalu, hak-hak tertentu telah mendapat jaminan 
berdasarkan al-Qur‟an  yakni hak untuk hidup, hak katas keamanan diri, hak 
kemerdekaann, hak atas perlakuan yang sama (penghapusan diskriminasi), hak 
atas kemerdekaan berpikir, hak atas kebebasan berekspresi, keyakinan serta 
beribadah dan hak-hak lainnya. Bahwa dalam Islam secara eksplisit telah 
mengemukakan dengan menghormati harkat manusia yang teramat jelas.30 
D. Bantuan Hukum dalam Hukum Islam  
   Sumber hukum yang telah di sepakati seperti al-Qur‟an dan Hadis31 telah 
mengaitkan tolong menolong sebagai dasar  bantuan hukum. Dalam hukum Islam 
secara bahasa bantuan hukum disebut sebagai al-muhāmy yang berasal dari kata 
(      ) berarti membela, mempertahankan, dan melindungi. Secara istilah al-
muhāmy dalam hukum Islam setara dengan pengacara (lawyer.)  
 Dalam sejarah hukum Islam pemberian bantuan hukum dalam praktiknya 
tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan Islam. Dalam periodesasi 
pembangunan hukum Islam di masa awal  Islam Rasulullah saw sebagai 
pemegang peran sentral  sebagai pimpinan agama, politik dan pemimpin yang 
memiliki otoritas yang paling tinggi dalam hukum. Namun pada saat memasuki 
masa kekhalifahan Islam terjadi pemisahan kekuasaan seperti kekuasaan 
legislative (majelis al-syura’), kekuasaan  eksekutif (khalifah) dan  kekuasaan 
yudikatif (mahkamah al-qadha’iyah). Berdasar  dari hal tersebut, penegakan 
bantuan hukum dalam hukum Islam pada masa Rasul Kehalifahan Islam tidak 
terlepas dari kekuasaan kehakiman dalam tata negara Islam. Namun, pemberian 
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bantuan hukum dalam Islam sebelum masa khalifah telah di praktekkan oleh 
Rasulullah saw ketika berperan sebagai hakam dalam penyelesaian kasus 
perselisihan antara Sa‟id Mu‟az dengan Abi Quraidh dan juga pada kasus Zaid  
bin Tsabit dalam perselisihn kasus nahl antara Umar bin Khattab dengan Ubay 
bin Ka‟ab.32 
Dalam praktek dan pelaksanaan bantuan hukum secara ideal bertujuan 
untuk mewujudkan kemaslahtan bagi umat manusia (warga negara). Hal ini dapat 
terwujud melalui proses ijtihad dilakukan oleh mukalaf yang berprofesi sebagai 
penegak hukum. Tujuan ini meliputi kebutuhan ḑaruriyyat dan kebutuhan 
hajiyyat, dalam ushul fiqh tujuan penetapan hukum tersebut sering dikenal dengan 
istilah Maqasid al-Syari’ah yang merupakan salah satu bagian dari konsep 
penting hukum Islam. Konsep ini mengandung nilai-nilai tujuan penetapan hukum 
yang menjunjung nilai-nilai kewajiban dalam pelaksanaannya. Tujuan dari 
Maqasid al-Syari’ah dalam bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan 
terhadap hak dan kewajiban yang harus dilakukan sehingga secara umum hal 
tersebut bertujuan  untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan bagi 
penegak hukum sebagai pemberi bantuan hukum dan terdakwa sebagai penerima. 
Secara umum hal ini sering disebut dengan daruri yang menjadi salah satu tujuan 
syariat Islam. 
Tujuan dari Maqasid  al-Syari’ah dalam bantuan hukum kategori daruri 
yaitu memelihara kebutuhan manusia sebagai mukallaf bersifat esensial atau 
secara hakikat ialah bertujuan memelihara kebutuhan agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. Hal ini dapat  dilihat secara rinci sebagai berikut : 
a. Perlindungan Terhadap Agama (hifzh al-din)  
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Dalam memelihara Agama, melaksanakan kewajiban seperti ibadah 
shalat lima waktu merupakan hal yang sangat penting. Terkait bantuan hukum 
telah menjadi kewajiban penegak hukum yang bertujuan untuk menjamin 
keadilan, rahmat, dan hikmah  bagi manusia di dunia dan akhirat.33 Hal tersebut 
Allah swt telah mensyariatkannya secara tersirat dalam al-Qur‟an, yakni demi 
kemaslahatan umum atau mayoritas ummat.34 Hal ini dipandang demi menjamin 
hak yang  dimiliki seorang terdakwa dan kewajiban bagi penegak hukum, guna 
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara bijaksana sebagai salah satu 
asma’ul-husna yang dimiliki Allah swt . 
b. Memelihara Jiwa (hifzh an-nafs) 
Bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang pengacara atau advokat 
yang berprofesi memberikan jasa bantuan hukum dengan aparat penegak hukum 
lainnya, hal yang menjadi aspek terpenting dari tujuan penetapan syara‟a untuk 
menegakkan hukum, keadilan dan hak asasi manusia dan kemaslahatan.35 Secara 
umum tindakan hirabah merupakan tindakan yang telah banyak meresahkan 
masyarakat dan melukai jiwa bagi korbannya. Namun, dalam penetapan hukum 
bagi terdakwa hendaknya bagi umat Islam ijitihad dijadikan sebagai kebutuhan 
dasar dalam memutuskan sebuah perkara dan menggali nilai-nilai hukum dalam 
menggunakan  metode pemikiran yang rasional. 
c. Memelihara Akal (hifz al-aql)  
Menuntut ilmu agar mampu menjalankan kekhalifaan di bumi, yang 
memiliki kewenangan diharuskan untuk mengaplikasikan hal tersebut, sehingga 
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mampu  merawat eksistensi akal dengan menjalankan apa yang telah menjadi 
sebuah kewajiban.36 
d. Memelihara Harta 
Memelihara harta, terkait syariat tatacara kepemilikan harta dan larangan 
mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.37 Salah satu cara 
kepemilikan harta yang tidak sah yakni adanya tindakan hirabah, namun dengan 
adanya kesalahan tersebut tidak menghapuskan hak yang dimiliki pelaku seperti 
pemberian bantuan hukum bagi yang tidak mampu.  
e. Memelihara Keturunan 
Adanya syari‟at  untuk menikah dan larangan berzina, hal ini tentunya 
bertujuan  untuk memiliki keluarga yang harmonis. Namun, keharmonisan 
tersebut dapat hilang jika adanya pelanggaran hukum yang dapat menjadi aib bagi 
keluarga, sehingga dengan adanya penegakan hukum yang adil dapat menjamin 
adanya pemeliharaan keturunan bagi pelaku atau korban. 
 Bantuan hukum selain telah di tuliskan dalam sejarah Islam yang sejalan 
dengan tujuan penetapan hukum, juga telah diatur di dalam al-Qur‟an surah al-
Nisa/4 : 105 
                          
           
Terjemahnya : 
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 
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h. 38. 
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Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.38 
 
Dalam Tafsir Al-Mishbah ayat ini menjelaskan bahwa Ayat ini 
didasarkan di antara keluarga serumah Bani Ubairiq, yaitu Bisyr dan Mubasysyir, 
yang mana terdapat orang munafik bernama Busyair yang hidupnya melarat sejak 
zaman Jahiliyah dan pernah mengubah syair untu mencaci maki para Sahabat 
Rasulullah saw dan menuduh syair tersebut adalah ubahan orang lain. 
Pada saat itu makanan orang miskin ialah kurma yang didatangkan dari 
Madinah sedangkan makanan orang kaya adalah terigu. Suatu ketika Rifa‟ah bin 
Zaid (paman Qatadah) membeli terigu dengan beberapa karung lalu disimpan di 
dalam gudang tempat menyimpan alat-alat perang seperti baju besi, dan pedang. 
Sewaktu malam hari gudang tersebut dibongkar dan segala isinya di curi, lalu ke 
esokan harinya Rifa‟ah dating kepada Qatadah dan menyampaika bahwa 
semalam gudangnya dibongkar serta makanan, baju besi dan pedang isi gudang 
tersebut telah dicuri. Lalu kemudian mereka menyelidiki dan salah satu orang 
kampung tersebut mengatakan bahwa semalam Bani Ubairiq telah menyalakan 
api dan memasak terigu. Lalu Bani Ubairiq berkata  bahwa “kami telah bertanya-
tanya di kampung ini dan demi Allah, kami yakin pencurinya ialah  Labid Bin 
Sahl (muslim yang jujur). Ketika Labid Bin Sahl mendengar tunduhan tersebut 
sekita membuatnya marah dan mencabut pedangnya dan berkata “engkau 
menuduhku mencuri? demi Allah pedang ini akan ikut bicara”. Setelah kejadian 
tersebut berangkatlah Qadatah dan Rifa‟ah melakukan penyelidikan sehingga 
menjadi yakin bahwa pencurinya adalah Bani Ubairiq. Maka Rifa‟ah kemudian 
memerintahkan kepada keponakannya untuk menghadap ke Rasul untuk meminta 
pendapatnya terkait kasus tersebut. Berangkatlah Qadatah dan menghadap Rasul 
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dan menceritakan bahwa adanya satu keluarg di kampung tersebut yang tidak 
baik dan telah mencuri makan dan senjata pamannya. Namun, pamannya  hanya 
menginginkan senjatanya saja yang dikembalikan dan membiakan makanannya 
untuk mereka. Lalu kemudian Rasulullah melakukan penyelidikan.39 
Bani Ubairiq mendengar hal tersebut lalu mendantangi salah satu 
keluarganya yang bernama  Asir bin „Urwah dengan maksud untuk menceritakan 
kasus tersebut, lalu berkumpullah masyarakat di kampung tersebut untuk 
menghadapke Rasulullah dan menyampaikan bahwa Qadatah dan pamannya telah 
menuduh seorang muslim yang baik dan jujur tanpa bukti apapun. Ketika 
Qadatah berhadapan dengan Rasulullah dan ditegur dengan sabadnya bahwa 
“kamu telah menuduh seoran muslim yang jujur mencuri tanpa bukti apapun?”, 
lalu Qadatah pulang dan menyampikan kepada pamannya yang kemudian 
berkatalah Rifa‟ah “Allah tempat kita berlindung”. Setelah kejadian tersebut 
turunlah ayat ini “Surah AL-Nisa ayat 105” sebagai teguran Rasulullah kepada 
Bani Ubairiq dan pada ayat 114 terkait ucapan Rasullah kepada Qadatah. 
Dari ayat tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa bantuan hukum 
bukan dimaksudkan untuk menjadi penantang orang yang tidak bersalah dan tidak 
pula untuk membela orang-orang yang khianat. Namun, bantuan hukum 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan agar dalam berperkara dapat 
diperlakukan dengan adil sesuai dengan tata peraturan hukum yang berlaku. 
Apabila yang disangka terbukti melakukan pelanggaran hukum maka akan 
dihukum, akan tetapi hukuman dan perlakuan yang diterima haruslah sepadang 
dengan segala tindakan yang telah dilakukan.40 
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A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1.   Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (empiris) dengan 
kata lain yakni jenis penelitian hukum sosiologis. Selain itu dapat pula dikatakan 
dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta 
apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat. Dengan kata lain suatu 
penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata 
yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan 
fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, sehingga setelah data yang dibutuhkan 
telah terkumpul maka selanjutnya melakukan identifikasi masalah untuk 
menenumukan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.1 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah penelitin dilaksanakan. 
Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis ialah pertama di  
Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan Putusan No: 
110/Pid.B/2016/PN.Sgm diputuskan di Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh 
hakim yang bertugas tanpa menunjuk penasehat hukum yang termaktub dalam  
Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bagi terdakwa dalam putusan tersebut dan kedua 
Lapas Klas I Makassar dengan alasan terdakwa dalam Putusan No: 
110/Pid.B/2016/PN.Sgm telah menjadi Warga Binaan Permasyarakatan  (WBP) 
di Lapas tersebut. 
 
 
                                                             




B. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: 
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan 
pendekatan yang digunakan  untuk mengetahui keseluruhan peraturan 
khususya peraturan hukum acara pidana. 
2. Pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk mempelajari 
pelaksanaan atau penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan 
dalam praktik hukum, terutama terkait kasus hukum yang telah diputus dan 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat.2 
3. Pendekatan syariah (teologi normative) yaitu pendekatan dengan 
melakukan upaya memahami agama menggunakan kerangka ilmu 
ketuhanan, yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari 
suatu keagamaan dianggap paling benar bila dibandingkan dengan elemen 
atau hal lainnya.3 
 
C. Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu hasil 
wawancara dengan hakim ketua dalam Putusan No: 
110/Pid.B/2016/PN.Sgm dan terdakwa dalam putusan tersebut yang telah 
menjadi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Lapas Klas I 
Makassar. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti 
buku, jurnal, karya tulis ilmiah, internet, salinan putusan dan berbagai 
sumber lainnya yang terkait yang membangun penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu : 
1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan yang secara langsung baik  antara satu 
orang atau lebih.4 
2. Dokumentasi adalah pengumpulan data  yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. 
E. Instrumen  Penelitian 
Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi, peneliti sendiri, 
pedoman wawancara yang berfungsi sebagai pengarah dalam memperoleh data 
dari informan secara sistematis, pedoman observasi yang berfungsi sebagai 
pengarah jalannya observasi sehingga penelitian bisa tepat sasaran, dan 
handphone sebagai instrumen yang berfungsi untuk menyimpan bahan penelitian 
atau observasi sebelum dicatat dalam hasil penelitian. 
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai tehnik pengolahan data yaitu : 
1. Reduksi data ialah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori 
atau pokok permasalahan tertentu. 
2.  Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis. 
3. Pengambilan keputusan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi 
dan disajikan. 
                                                             
 




Analisis data yang digunakan yakni deskriptif kualitatif yaitu teknik 
pengolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoritik, serta mengolah data danng menyajikan dalam bentuk 
yang sistematis, teratur dan tersturktur serta mempunyai makna. Analisis data 
tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara 
terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini diserti dengan identifikasi 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Kab. Gowa 
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A merupakan salah satu 
lembaga peradilan yang terletak di wilayah hukum Kab. Gowa dengan profil 
sebagai berikut : 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa  
Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten 
Gowa di sidangkan di Pengadilan Negeri Makassar. Pada tahun 1964 setelah 
dibentuknya Undang-Undang RI Nomo 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Tingkat I Sulawesi 
Selatan-Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) 
menjadi Undang-Undang pada Pasal 7 Ayat (4) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1960 No. 151), diubah menjadi:   
a. Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah Mamuju  
b. Daerah Tingkat II Majedne 
c. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa 
d. Daerah Tingkat II Tana Toraja 
e. Daerah Tingkat II Pinrang 
f. Daerah Tingkat II Enrekang1 
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“Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa”, Mahkama Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Negeri Sungguminasa, https://www.pengadilan/web.id.sungguminasa/Sejarah.htm, (12 
Februari 2019, di akses pada pukul 13:04). 
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g. Daerah Tingkat II Sindereng-Rappang 
h. Daerah Tingkat II Soppeng 
i. Daerah Tingkat II Barru 
j. Daerah Tingkat II Pangkaje‟ne dan Kepulauan2 
k. Daerah Tingkat II Maros 
l. Daerah Tingkat II Gowa 
m. Daerah Tingkat II Takalar 
n. Daerah Tingkat II Jeneponto 
o. Daerah Tingkat II Bantaeng 
p. Daerah Tingkat II Bulukumba 
q. Daerah Tingkat II Selayar 
r. Daerah Tingkat II Sinjai 
s. Daerah Tingkat II Bone 
t. Daerah Tingkat II Wajo 
u. Daerah Tingkat II Luwu 
v. Kotapra Pare-Pare dan  
w. Kotapraja Makassar 
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam 
Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Pada pasal 25 yang tertulis 
“Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan 
Mahkama Agung yang meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri pada asasnya 
meliputi satu Daaerah Tingkat II. 
Pembentukan pengadilan di Kabupaten Gowa yang berkantor pada 
daerah Kab. Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di kantor 
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“Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa”, Mahkama Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Negeri Sungguminasa, https://www.pengadilan/web.id.sungguminasa/Sejarah.htm, (12 
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daerah Kab. Gowa Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu 
ruangan, sehingga perkara-perkara yang ada di pengadilan Negeri Sungguminasa 
masih di sidangkan di Pengadilan Makassar.3 
Pada tahun 1964 Gedung Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa 
selesai dibangun setelah beberapa bulan resmi dibantuk, yang beralamat di Jl. 
HOS Cokroaminoto, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa (Sekarang Kantor Bank Sul-Sel Cabang Gowa). Namun status 
kantor dalam penggunaannya masih dalam status pinjam pakai dari Pemerintah 
Kab. Gowa dan pelaksanaan persidangan perkara masih dilaksanakan di 
Pengadilan Makassar sampai tahun 1970-an. 
Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi 
Pengadila Negeri Sungguminasa Kelas II A hal ini dikarenakan gedung kantor 
tidak repsentatif untuk digunakan, maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan 
perminntaan gedung baru yang selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur 
Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum bapa H. Soeroto pada tanggal 02 
Februaru 1980 di jalan Usman Sengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa 
Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa. 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 27 Februari 
2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan 
dan Skeretariat Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Negeri Sungguminasa 
menjadi Kelas I A berdasarkan Keputusan Ketua Mahkama Agung RI pada 
tanggal 9 Februari 2017 Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas 
                                                             
3
“Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa”, Mahkama Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Negeri Sungguminasa, https://www.pengadilan/web.id.sungguminasa/Sejarah.htm, (12 
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Pada empat puluh enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB menjadi 
Kelas IA.4    
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Kab. 
Gowa 
Kabupaten Gowa berada pada 119.3773º Bujur Barat dan 120.0317º 
Bujur Timur, 5.0829342862º Lintang Utara dan 5.577305437º Lintang Selatan, 
dengan batas-batas sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros; 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba 
dan Kabupaten Bantaeng; 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten 
Jeneponto; dan 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan 
belas) kecamatan dan 167(Seratus enam puluh tuju) desa/kelurahan. Kabupaten 
Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan 
wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan 
dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% 
mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan 
Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui 
oleh 15 sungai yang cukup besar seperti Sungai Jeneberang dengan seluas 881 
                                                             
4“Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa”, Mahkama Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Negeri Sungguminasa, https://www.pengadilan/web.id.sungguminasa/Sejarah.htm, (12 
Februari 2019, di akses pada pukul 13:04). 
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km² dan panjang 90 km. Kabupaten Gowa secara administrasi di bagi 18 
kecamatan, yaitu  :  
Kecamatan Kelurahan 
Somba Opu 14 Kelurahan 
Pallangga 15 Kelurahan 
Barombong 7 Kelurahan 
Bajeng 14 Kelurahan 
Bajeng Barat 7 Kelurahan 
Bontonompo 14 Kelurahan 
Bontomaranu 9 Kelurahan 
Pattallassang 8 Kelurahan 
Bontonompo Selatan 9 Kelurahan 
Parangloe 7 Kelurahan 
Manuju 7 Kelurahan 
Tinggimoncong 7 Kelurahan 
Tombolo Pao 9 Kelurahan 
Tompobulu 8 Kelurahan 
Biringbulu 11 Kelurahan 
Bungaya 7 Kelurahan 
Bontolempangan 8 Kelurahan 
Parigi  4 Kelurahan5 
3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Kab. Gowa 
Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungguminasa ialah:  
                                                             
5“Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa”, Mahkama Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Negeri Sungguminasa, https://www.pengadilan/web.id.sungguminasa/Sejarah.htm, (12 
Februari 2019, di akses pada pukul 13:30). 
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a. Visi  
Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung 
b. Misi 
1. Menjaga kemandirian badan peradilan 
2. Memberikan pelayanan hukum yang  berkeadilan kepada pencari keadilan 
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan  
4. Meningkatkan  kredibilitas dan transparansi keadilan.6 
 
B.  Akibat Hukum Implementasi Pasal 56 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Kasus Pencurian 
dalam Keadaan Memberatkan 
Bantuan Hukum dalam artian luas dimaksudkan sebagai upaya untuk 
membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Adnan Buyung 
Nasution berpendapat bahwa dalam upaya membantu golongan yang tidak mampu 
mempunyai tiga aspek yang saling terkait, yakni aspek perumusan aturan-aturan 
hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme agar dapat menjaga aturan-aturan 
yang ditaati, dan aspek pendidikan serta pengetahuan masyarakat agar aturan 
tersebut dapat dihayati.7 
Pemberian bantuan hukum dalam hukum acara pidana merupakan prinsip 
negara hukum yang terkait dengan hak seseorang dalam suatu perkara pidana, hal 
ini bertujuan agar dapat mengadakan persiapan dalam pembelaannya dan untuk 
mendapatkan penyuluhan terkait jalan yang ditempuh dalam menegakkan setiap 
hak yang dimilikinya sebagai hak tersangka atau terdakwa. Hal ini telah tertuang 
dalam undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan 
                                                             
6“Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungguminasa”, Mahkama Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Negeri Sungguminasa, https://www.pengadilan/web.id.sungguminasa/visi misi.htm, 
(12 Februari 2019, di akses pada pukul 14.00). 
7Febri Handayani, Bantuan Hukum di Indonesia (Pekanbaru: Kalimedia,  2016), h. 1-2. 
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kehakiman dalam pasal 37 disebutkan bahwa “setiap orang yang tersangkut 
perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. 
Dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) berbunyi : 
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima 
belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam 
dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat 
hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan 
dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.8 
Dijelaskan dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) terkait siapa saja pihak yang wajib ditunjukkan penasehat 
hukum oleh pejabat yang bersangkutan di setiap tingkat pemeriksaan dalam 
proses peradilan yaitu:  
a. Tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati yang tidak 
memiliki penasehat hukum sendiri 
b. Tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau 
lebih dan tidak didampingi penasehat hukum  
c. Tersangka atau terdakwa yang memiliki keadaan ekonomi yang tidak mampu 
dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih serta tidak memiliki 
penasehat hukum sendiri. 
Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02. 
UM.09.08, Tahun 1980 pasal 1 menyebutkan:  
a. Pemberian bantuan hukum dalam keputusan ini diselenggarakan melalui 
Peradilan Umum  
b. Bantuan hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak/kurang mampu dalam 
perkara pidana yakni :  
                                                             
8KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 224. 
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1. Diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup 
atau pidana mati 
2. Diancam dengan pidana kurang dari lima tahun penjara, akan tetapi hal 
ini menarik perhatian masyarakat luas.9 
Terkaitan dengan perkara yang dibahas oleh penulis, maka penulis 
melakukan wawancara dengan hakim ketua yang memutuskan perkara Putusan 
Nomor: 110/Pid.B/2016/PN.Sgm yaitu ibu Rusdhiana Andayani terkait kasus 
pencurian dalam keadaan memberatkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, hal 
ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi akibat hukum implementasi 
pasal 56 ayat (1) KUHAP pada kasus pencurian dalam keadaan memberatkan. 
Beliau selaku hakim ketua dalam memutuskan perkara ini menyatakan bahwa:  
 
Terkait akibat hukum jika pasal 56 ayat (1) KUHAP diimplementasi dalam 
kasus ini yakni putusan No: 110/Pid.B/2016/PN.Sgm maka hal tersebut 
tidak akan memberikan akibat hukum apapun atau mempengaruhi putusan 
hakim. Hal ini sebabkan hakim memutuskan perkara sesuai dengan fakta 
hukum yang ada di persidangan, jika fakta persidangan membuktikan 
terdakwa bersalah maka hakim akan memutuskan bersalah, namun jika fakta 
hukum pada persidangan tidak begitu kuat untuk membuktikan terdakwa 
bersalah maka hakim dapat memutuskan hukuman kurang dari yang 
dituntutkan oleh Penuntut Umum. Dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP 
Penerima bantuan hukum yang di maksudkan ialah kepada warga negara 
selain tidak mampu secara finansial juga awam terhadap hukum, maka 
ketika menjadi tersangka atau terdakwa dan didampingi oleh penasehat 
hukum maka akan lebih terarah dalam proses beracara untuk 
mempertahankan hak – hak yang dimilikinya.10 
 
Menurut peneliti, secara yuridis yang berdasar kepada pasal 56 ayat (1) 
KUHAP, maka dalam proses pembuktian fakta hukum oleh tersangka atau 
terdakwa yang merupakan warga negara yang awam terhadap hukum, sepatutnya 
penunjukan penasehat hukum yang termaktub dalam pasal tersebut haruslah  
                                                             
9Mochammad Imam Ghiffary, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminas Nomor 03/Pid.B/PN.Sgm tentang Pencurian dengan Kekerasan terhadap Terdakwa 
yang Tidak Mampu Didampingi Penasehat Hukum”. h.45.  
10Rusdhiana Andayani (42 tahun), Hakim Ketua dalam Perkara Putusan No: 
110/Pid.B/2016/PN.Sgm, Wawancara, Sungguminasa, 29 Januari 2019.  
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diberikan. Terlepas penerapan pasal tersebut tidak mempengaruhi akibat hukum 
terkait putusan hakim sebagaimana pendapat  ibu Rusdhiana Andayani selaku 
hakim ketua yang memutuskan perkara ini. Hal ini disebabkan dalam konteks 
kalimat dari pasal 56 (1) KUHAP ialah penegak hukum di setiap tingkat 
pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa,  
bukan hanya sekedar menanyakan keinginan tersangka atau terdakwa untuk 
didampingi atau tidak. Hal ini selaras dengan pernyataan dari ibu Rusdhiana 
Andayani bahwa masyarakat yang didampingi oleh penasehat hukum yang di 
maksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah warga negara yang awam 
terhadap hukum, sehingga menurut peneliti potensi tersangka atau terdakwa 
mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma tersebut yang bertujuan untuk 
mempertahankan segala hak yang dimiliki dalam proses beracara sangatlah 
minim. 
Ketidakahuan warga negara yang awam terhadap hukum dapat menjadi 
penyebab penolakan untuk memakai jasa penasihat hukum yang tertera dalam 
pasal 56 ayat (1) KUHAP, menurut penulis hal ini disebabkan karena kurangnya 
sosialisasi terkait bantuan hukum tersebut, sehingga ada beberapa alasan yang 
mendasari penolakan bantuan hukum sebagaimana yang di maksud dalam pasal 
56 ayat (1) KUHAP yaitu: 
a. Pertama tersangka atau terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengerti akan 
haknya yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang. 
b. Kedua tersangka atau terdakwa berpendapat bahwa jasa seorang penasihat 
hukum akan selalu dibayar oleh tersangka atau terdakwa.11 
                                                             
11Irsyad Noeri, Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Orang Miskin dalam Peradilan 
Pidana Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008- Juli 2008  
(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), h. 111.  
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c. Ketiga tersangka atau terdakwa tidak mempercayai penasihat hukumnya 
sendiri.12 
Dalam proses peradilan pidana dengan tidak didampinginya tersangka 
atau terdakwa jika berdasar kepada beberapa Yurisprudensi, maka dapat 
menyebabkan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Beberapa 
yurisprudensi yang dimaksud yaitu : 
a. Putusan sela Pengadilan Negeri Indramayu dengan Nomor: 
03/Pid/B/1990/PN.Im pada tanggal 5 April 1990, putusan tersebut kemudian 
diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan 
Nomor: 224/Pid/B/1990/PT.Bdg tanggal 9 Februari 1991.13 Dalam putusan 
tersebut Majelis hakim yang memutuskan menyatakan bahwa: 
1. Mengabulkan eksepsi dari penasihat hukum 
2. Menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima 
3. Membebangkan biaya perkara kepada negara 
Hal yang menjadi bahan pertimbangan oleh hakim ialah berdasar kepada 
ancaman pidana terhadap perbuatan yang dipersangkakan kepada tersangka, maka 
seharusnya pada semua tingkat pemeriksaan (termasuk penyidikan dan 
penuntutan) bagi tersangka  wajib ditunjuk penasehat hukum. Menimbang dengan 
alasan tersebut pengadilan negeri berkesimpulan bahwa dengan tidak 
diterapkannya hukum secara sempurnah yakni pasal 56 ayat (1) KUHAP  dalam 
proses penyidikan, maka penyidikan dalam perkara ini tidak sah menurut undang-
undang.14 Amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut, selanjutnya diperbaiki oleh 
                                                             
12Irsyad Noeri, Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Orang Miskin dalam Peradilan Pidana 
Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008- Juli 2008, h. 111. 
13Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatau Tujuan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, 
Eksepsi dan Putusan Peradilan) (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 285 dan  293. 
14Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatau Tujuan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, 
Eksepsi dan Putusan Peradilan), h. 291-292. 
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Mahkama Agung RI Nomor: 1565/K/Pid/1991 tanggal 16 Desember 1993, dengan 
amar putusan yang berbunyi:  
“Apabila syarat-syarat  permintaan dan/ atau hak tersangka/ terdakwa tidak 
terpenuhi, seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi 
tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima”. 
b. Pengadilan Negeri Serui (Irian Jaya) oleh hakim Lili Mulyadi kemudian 
mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1565K/Pid/1991 terhadap 
terdakwa  yang tidak didampingi penasehat hukum dengan amar putusan 
“Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”. Putusan Sela Negeri Serui 
Nomor: 8/Pts.Pid.B/1994/PN.SRI tanggal 10 Mei 1994 ini dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi Irian Jaya. 
c. Perkara tindak pidana kehutanan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora 
No.11/Pid.B/2003/PN.Bla tanggal 13 Februari 2003 dengan amar putusan 
yang menyatakan bahwa :  
“Eksepsi penasehat hukum terdakwa dikabulkan, dengan menyatakan 
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Blora terhadap terdakwa 
sebagaimana termaktub dalam berita acara penyidikan  telah melanggar 
pasal 56 ayat (1) KUHAP dan karena hal tersebut demi hukum”.15 
d. Yurisprudensi Mahkama Agung Putusan No. 545/K/Pid.Sus/2011 tertanggal 
31 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan : 
      
- Bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat 
Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeladan dan Pernyataan tangga 15 
Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan 
tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain ; 
                                                             
15Irsyad Noeri, Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Orang Miskin dalam Peradilan Pidana 
Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008- Juli 2008, h. 109-113. 
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- Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara 
Penggeladan tidak sah dan cacat hukum, sehingga Surat Dakwaan Jaksa 




- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUSANDHI 
bin SUKATMA alias AAN tersebut ; 
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 
167/Pid.Sus/2010/ PT.DKI. tanggal 05 Nopember 2010 yang 
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Seltanggal 17 Mei 2010. 
MENGADILI SENDIRI 
- Menyatakan Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; 
- Membebaskan Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN 
tersebut dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; 
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta 
serta martabatnya ; 
- Membebankan biaya perkara setiap tingkat kepada negara 
Berdasarkan beberapa yurisprudensi yang telah dituliskan di atas, dapat 
dilihat bahwa terkait kewajiban menunjuk penasihat hukum tidak hanya  
mengarahkan tersangka atau terdakwa bahwa dia memiliki hak untuk mendapat 
                                                             
16Yurisprudensi Mahkama Agung Putusan No. 545/Pid.Sus/2011 tertanggal 31 Mei 2011 
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bantuan hukum dan didampingi dalam proses peradilan. Kewajiban yang dimuat 
dan dimaksud pada pasal 56 ayat (1) KUHAP menjadikan semua penegak hukum 
yang bersagkutan di setiap tingkat pemeriksaan diamanahkan untuk menunjuk 
penasihat hukum. Hal ini diartikan bahwa, apabila proses pemeriksaan berada di 
pihak kepolisian seperti penyidikan, maka pejabat yang telah diberi kewajiban 
untuk menunju penasihat hukum bagi terdakwa  yang disyaratkan dalam pasal 56 
ayat (1) KUHAP adalah kepolisian. Hal ini juga demikian seperti perkara dengan 
perkara dengan No:110/Pid.B/2016/PN.Sgm dimana terdakwa yang di dalam 
perkara tersebut yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
terdakwa dengan ancaman pidana sesuai klasifikasi pasal 56 ayat (1) KUHAP 
ketika berada dalam proses pemeriksaan di pengadilan, maka dalam hal ini 
berikan kewajiban untuk menunjuk adalah hakim. 
Menanggapi beberapa yurisprudensi di atas ibu Rusdhiana Andayani17 
selaku hakim ketua yang memutuskan perkara ini menyatakan bahwa: 
 
 “Hakim tidak tunduk terhadap Yurisprudensi atau putusan hakim sebelumya 
namun hakim dapat menafsirkan dan menggali fakta hukum yang ada dalam 
persidangan secara bebas dan luas tetapi terbatas oleh undang-undang guna 
untuk menemukan penemuan hukum yang baru”. 
 
Menurut peneliti merujuk kepada buku yang ditulis oleh Prof. DR. 
Marwan Mas, S.H., M.H bahwa yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum 
materil yang dapat dijadikan sebagai standar bagi hakim dalam memutuskan 
perkara yang ditanganinya,18 meski pada dasarnya hakim tidak tunduk terhadap 
yurisprudensi tersebut. Namun, secara yuridis bahwa Indonesia sebagai negara 
hukum yang tertuang dalam UUD 1945, dengan salah satu tujuan untuk menjamin 
hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. 
                                                             
17Rusdhiana Andayani (42 tahun), Hakim Ketua dalam Perkara Putusan No: 
110/Pid.B/2016/PN.Sgm, Wawancara, Sungguminasa, 29 Januari 2019.  
18Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 62. 
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Sepatutnya yurisprudensi tersebut dibuat dalam sebuah aturan yang lebih kuat 
seperti undang-undang, sehingga dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih 
mengikat dan penegak hukum dapat patuh terhadap aturan tersebut secara 
sempurnah. Hal ini disebkan jika beberapa yuisprudensi tersebut dijadikan 
sebagai dasar dalam menganalisa perkara yang diputuskan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa No:110/Pid.B/2016/PN.Sgm, maka dapat membuat putusan 
tersebut menjadi batal demi hukum, sebab tidak ditunjuknya penasehat hukum 
bagi tersangka atau terdakwa. 
C. Penyebab Terdakwa diperiksa tanpa Mendapatkan Bantuan Hukum yang 
Tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Kasus Pencurian dalam 
keadaan Memberatkan 
Salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh pasal 56 ayat (1) 
KUHAP yakni agar terjaminnya proses peradilan yang adil dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai hak asasi manusia. Hal tersebut di maksudkan agar pemberian bantuan 
hukum kepada tersangka atau terdakwa sejak penyidikan hingga proses 
persidangan bertujuan agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan secara adil 
(fair) dan terbuka sehingga hak asasi tersangka atau terdakwa dapat terlindungi, 
terutama dalam proses penyidikan. Namun, dalam pelaksanannya penegakan pasal 
56 ayat (1) KUHAP belum terlaksana secara sempurnah. Hal ini disebabkan tidak 
adanya penunjukan penasehat hukum yang telah memenuhi klasifikasi dalam 
pasal 56 ayat (1) KUHAP dikarenakan tersangka atau terdakwa menolak untuk 
didampingi penasehat hukum, kemudian terkait kasus Putusan No: 
110/Pid.B/2016/Sgm ibu Rusdhiana Andayani 19selaku hakim ketua yang 
memutuskan perkara tersebut menyatakan alasan tersangka atau terdakwa 
menolak didampingi ialah: 
                                                             
19Rusdhiana Andayani (42 tahun), Hakim Ketua dalam Perkara Putusan No: 




“Bahwa dalam kasus Putusan No: 110/Pid.B/2016/Sgm terkait bantuan 
hukum telah ditanyakan kepada tersangka atau terdakwa bahwa ia memiliki 
hak untuk didampingi seorang penasehat hukum, namun tersangka atau 
terdakwa pada kasus ini menolak untuk didampingi dengan alasan ia 
mampu menghadap kepengadilan dan menghadapi proses perdilan tanpa 
didampingi seorang penasihat hukum, maka dengan adanya penolakan 
tersebut kewajiban penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum telah 
gugur dan dibuktikan dengan menandatangi surat penolakan untuk 
menggunakan penasihat hukum kemudian ditulis dalam berita acara 
persidangan”.20 
Menurut peneliti faktor yang menjadi alasan hakim melanjutkan 
pemeriksaan pada perkara terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum, 
dengan alasan bahwa terdakwa meyatakan menolak untuk didampingi oleh 
penasehat hukum tidak dibenarkan. Hal ini berdasar kepada ketentuan pasal 56 
ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka 
atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana 15 (lima belas) tahun penjara atau bagi yang tidak mampu dan diancam 
dengan pidana mati atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, 
pejabat yang bersangkutan disetiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan 
wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 
Dari pasal tersebut terlihat bahwa pada dasarnya penegak hukum yang 
terkait memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, walaupun dengan 
pertimbangan tambahan terlihat dalam penjelasannya bahwa dalam penunjukan 
penasehat hukum disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya 
tenaga penasehat hukum di tempat itu. Namun, jika dicermati lebih lanjut 
ketentuan yang termaktub dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, terkait penujukan 
penasehat hukum tersebut disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan 
tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat, tetapi hal tersebut hanya berlaku 
kepada terdakwa yang dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang 
                                                             
20Rusdhiana Andayani (42 tahun), Hakim Ketua dalam Perkara Putusan No: 
110/Pid.B/2016/PN.Sgm, Wawancara, Sungguminasa, 29 Januari 2019.  
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dari 15 (lima belas) tahun. Terdakwa yang di dakwa dengan ancaman pidana mati, 
pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang dalam keadaan 
finansian yang tidak mampu dan diancam dengan pidana diatas lima tahun, maka 
penegak hukum yang terkait disetiap tingkat pemeriksaan di pengadilan, dalam 
hal ini hakim wajib menunjuk penasihat hukum untuk terdakwa sebagaimana di 
maksud dan diamanahkan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
Alasan penolakan bantuan hukum dalam pasal  56 ayat (1) KUHAP 
Gunawan alias Agung Bin Arsyad21 selaku terdakwa dalam Putusan 
No:Pid.B/2016/PN.Sgm  menyatakan bahwa:  
 
“Bahwa saya selaku terdakwa tidak mengetahui sama sekali terkait 
adanya bantuan hukum cuma-cuma yang termuat dalam pasal 56 ayat (1) 
KUHAP, hal ini disebabkan dalam proses penyidikan yang ditanyakan 
hanya kesedian untuk di dampingi penasehat hukum dengan  
menyediakan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta 
rupiah) jika menyetuji bantuan hukum tersebut, sehingga hal tersebut 
menjadi alasan  untuk mendatangi surat penolakan pemberian bantuan 
hukum”. 
Terkait dengan adanya penolakan dari terdakwa, hal yang patut 
dipertanyakan apakah benar dengan adanya surat pernyataan penolakan yang 
ditandatangani oleh terdakwa diartikan secara otomatis penegak hukum telah 
terlepas dari kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum. Mengingat dalam 
putusan tersebut penegak hukum tidak memberitahu kan kepada terdakwa terkait 
adanya bantuan hukum cuma-cuma (Legal Aid) dan  kewajibannya untuk 
menunjuk lansung seorang penasehat hukum.  Selain hal tersebut, bagaimanakah 
kekuatan hukum dari suatu pernyataan penolakan pendampingan penasihat hukum 
tersebut, mengingat perintah terkait kewajiban pendampingan bagi terdakwa yang 
diancam pidana mati atau ancaman 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih atau 
mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun,  
                                                             
21Gunawan alias Agung Bin Arsyad (26 tahun), Terdakwa dalam Putusan 
No:110/Pid.B/2016/PN.Sgm,  Wawancara, Lapas Klas I Makassar, 29 Mei 2019. 
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diperintahkan lansung oleh Undang-Undang dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
Namun, tidak ditemukan ketentuan tegas yang memadai untuk membahas hal 
tersebut dan konswekuensi jika amanah dalam pasal 56 KUHAP tidak 
dilaksanakan secara sempurnah serta telah diingkari dalam prakteknya.  
Menurut peneliti, dengan adanya penolakan dari tersangka atau terdakwa 
untuk menggunakan penasehat hukum tidak menggugurkan kewajiban penegak 
hukum untuk menyediakan penaehat hukum, namun kewajiban tersebut tetap 
melekat terhadap penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum yang 
bertujuan untuk mendampingi terdakwa dalam proses pemeriksaan. 
Hal yang menyebabkan kewajiban penengak hukum tetap melekat yakni 
kewajiban merupakan keharusan yang ditetapkan oleh hukum untuk melakukan 
sesuatu, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu dan 
penerima bantuan hukum cuma-cuma (Legal Aid) dipandang awam terhadap 
hukum serta tidak mampu. Gunawan alias Agung Bin Arsyad22 terdakwa dalam 
Putusan No: 110/Pid.B/2016/PN.Sgm menyatakan bahwa : 
 
“Pengahasilan sebagai tukang parkir selama sebulan hanya sebesar Rp. 
150.000 (seratus lima puluh rupiah)” 
 
Menurut peneliti penghasilan yang sangat tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup (miskin atau tidak mampu), telah menjadi klasifikasi Pasal 56 
ayat (1) KUHAP yang  bertujuan untuk terjaminya proses peradilan yang adil 
(fair) dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Pemberian bantuan 
hukum sebagai kewajiban, maka diperlukan sosialisasi yang merata di dalam 
setiap lapisan masyarakat dan pelaksanaan yang sesuai dengan Undang-Undang. 
Hal ini di maksudkan untuk menjamin perlindungan HAM terdakwa, agar 
                                                             
22Gunawan alias Agung Bin Arsyad (26 tahun), Terdakwa dalam Putusan 
No:110/Pid.B/2016/PN.Sgm,  Wawancara, Lapas Klas I Makassar, 29 Mei 2019. 
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terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh 
penegak hukum disebabkan besarnya kekuasaan yang diberikan kepadanya. 
Kekuasaan tersebut jika tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, maka 
akan menyebabkan adanya akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap aturan 
tersebut. Namun, hal yang disayangkan bahwa belum adanya aturan ataupun 
putusan hakim yang secara tegas memberikan sanksi bagi penegak hukum, yang 
dianggap sebagai konsekwensi telah mengabaikan pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
Hal ini telah menjadi kendala dalam pelaksanaan pasal 56 ayat (1) 
KUHAP, dikarenakan tanpa adanya sanksi atau akibat hukum bagi penegak 
hukum yang dimuat dalam undang-undang secara jelas. Hal ini akan berakibat 
sulitnya untuk merealisasikan pemberian bantuan hukum cuma-cuma (Legal Aid) 
yang termaktub dalam pasal tersebut, yang telah menjadi cita-cita undang-undang 
untuk melindungi hak warga negara tanpa adanya diskriminasi, disebabkan dari 
tindak pidana yang telah dilakukan. Menurut peneliti hal ini tentunya menjadi 
bahan pertimbangan bagi para pemangku kewenangan, untuk merumuskan 
undang-undang yang memuat tentang kewajiban maka harus disertakan dengan 
sanksi terhadap pelanggaran dari kewajiban tersebut, serta perumusan undang-
undang yang jelas. 
D. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai Hak Terdakwa untuk 
mendapatkan Bantuan Hukum dan Akibat Hukumnya 
Segala sumber hak yang dimiliki oleh manusia bagi ummat Islam 
bersumber dari al-Qur‟an dan Hadis, sehingga hal ini hak asasi manusia memiliki 
landasan yang kuat. Dalam konsepsi hukum pidana islam hak asasi manusia 
menempati posisi yang sangat penting, namun dengan adanya ancaman pidana 
yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dijadikan alasan bahwa hal 
tersebut merupakan pelanggaran HAM, sebab hal ini bertujuan untuk 
membangkitkan kesadaran pelaku bahwa tindakan tersebut adalah keliru. 
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Iman, Islam dan ihsan atau akidah sebagai rukun agama yang murni 
diperuntukan untuk ummat manusia, sehingga setiap ketentuan agama termasuk 
pidananya akan bertumpuh pada pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia 
dan kepentingan manusia. Pada kalangan ulama menyebutnya sebagai Maqashid 
al-Syariah yakni tujuan hukum Islam mencakup perlindungan terhadap beberapa 
hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia, yang umunya disebut sebagai 
kebutuhan daruri yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.23 Namun, 
perlindungan terhada agama, jiwa, akal, harta dan keturunan akan  sulit terwujud 
secara sempurnah jika pemenuhan perlindungan hak dan pelaksanaan 
kewenangan, tidak dilaksanakan dengan sempurnah.  
Prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan terhadap persamaan, 
kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia merupakan sistem HAM 
“Hak Asasi Manusia”  yang ada dalam agama Islam. Hal ini dimaksudkan bahwa 
agama Islam memandang semua ummat manusia memiliki kedudukan yang sama 
dan yang membedakan diantara mereka adalah tingkat ketakwaan yang mereka 
miliki. Menurut peneliti ketakwaan dalam kehidupan manusia ketika berada 
dalam keadaan memudar, dapat menjadi penyebab manusia terlibat dalam sebuah 
tindak pidana. Namun, tindak pidana yang telah dilakukan tidak menjadi alasan 
penghapus jaminan hak yang dimiliki oleh pelaku yang atau terdakwa dalam 
hukum pidana Islam. Salah satu bentuk jaminan hak tersebut ialah dengan adanya 
pemberian bantuan hukum. 
Dalam hukum Islam kerangka filosofis konsep bantuan hukum memiliki 
keterkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM “Hak Asasi Manusia” 
yang berakar pada tiga konsep yakni : 
a. Pertama konsep tentang manusia (mahfum al-insan) 
                                                             




b. Kedua konsep tentang hak dan kewajiban (mahfun al-huquq wa al-wajibat) 
c. Ketiga konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (mafhum al-hukm 
fi huquq al-insan). 
Konsep bantuan hukum dalam prinsip penegakan hukum Islam menurut 
filsafat hukum Islam mencakup beberapa hal yaitu: 
a. Prinsip keesaan Allah (al-tauhid) 
Prinsip ini di maksudkan manusia memiliki kewajiban tunduk, ta‟at dan 
patuh kepada Allah dan Rasulnya, serta dilarang mempersekutukan Allah dengan 
yang lainya. 
b. Prinsip keadilan (al-adalah) 
Prinsip ini di maksudkan manusia berkewajiban menegakkan hukum-
hukum Allah dan adanya larangan menerapkan hukum-hukum lainnya yang 
bertentangan dengan hukum Allah. 
c. Prinsip kebebasan (al-hurriyah) 
Prinsip ini di maksudkan bahwa manusia memiliki hak/kebebasan dalam 
hal menentukan pilihan hidupnya, namun hal tersebut harus tidak bertentangan 
dengan dengan yang  telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya.24 
d. Prinsip persamaan (al-musawat)  
Prinsip ini di maksudkan bahwa fitrah manusia sebagai mahluk Allah 
yang diciptakan-Nya menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku dan berbangsa-
bangsa. Namun, kedudukan manusia sama di hadapan Allah dan yang 
membedakan ialah tingkat ketakwaan yang mereka miliki. 
e. Prinsip menyeru kepada kebaikan dan melarang kemunkaran (amr ma‟ruf 
nahi munkar) 
                                                             
24Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan 
penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 36-40.  
71 
 
Prinsip ini di maksudkan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk 
tunduk kepada hukum-hukum Allah swt, melakukan hal yang baik dan 
mengcegah dari yang munkar. 
f. Prinsip tolong menolong (al-ta‟awun) 
Prinsip ini di maksudkan bahwa manusia diwajibkan tolong menolong 
dalam kebaikan bukan dalam keburukan. 
g. Prinsip hak Allah dan hak manusia (haq al-Allah haq al-„adam) 
Prinsip ini di maksudkan bahwa manusia diberikan hak/kebebasan untuk 
melaksanakan hukum Allah pada batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah 
swt. 
h. Prinsip musyawarah untuk mufakat (al-musyawarah) 
Prinsip ini di maksudkan bahwa manusia berkewajiban untuk saling 
bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesakan berbagai urusan. 
i. Prinsip toleransi (al-tasamuh) 
Prinsip ini di maksudkan bahwa manusia harus bersikap toleransi dalam 
menghargai perbedaan keyakinan dan agama serta memili kebebasan/hak untuk 
memilih berdasarkan keyakinan mereka masing-masing.25 
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka bantuan hukum dalam proses 
penegakan hukum Islam termasuk dalam pidana Islam hendaknya ditujukan untuk 
keadilan, kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia.  Dalam praktek pemberian 
bantuan hukum dalam Islam selain untuk mencapai kemaslahatan, juga bertujuan 
untuk meringankan beban orang yang berperkara dalam mencari keadilan. Hal ini 
terkait perintah Allah swt dalam al-Qur‟an dan Hadis untuk saling tolong 
menolong dalam kebaikan, yakni terkait menolong seseorang yang sedang  
                                                             
25Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan 
penegakan Hukum di Indonesia, h. 41- 51. 
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mengalami kesulitan dalam sebuah perkara . Hal ini dapat dilihat dalam hadis 
Rasulullah saw yaitu : 
 
 ٍنْمْؤُم ْنَع َس َّف َن ْنَم :َلَاق :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىّلَص ِّبَِّنلا ِنًع ,ُوْنَع ُللها َيِضَر ََةر َْيرُى ْبَِأ ْنَع  
 ُللها َس َّف َن اَي ْن ِّدلا ِبَرُك ْنِم ًَةبْرُك ٍرِسْعُم ىَلَع َر َّسَي ْنَمَو ,ِةَماَيِقْلا َمْو َي ِبَرُك ْنِم ًَةبْرُك ُوْنَع
 ّلاَو اَي ْن ُّدلا ِفِ ِوْيَلَع ُللهَار َّسَي  ٓ ّلاَو اَي ْنُدلا فِ ُللها َُهر َتَس اًمِلْسُم َر َتَس ْنَمَو َِةرِخ  ٓ ْفِ ُللهاَو َِةرِخ
 ِنْوَع ْفِ ُدْبَعْلا َناَكاَم  ِدْبَعلا ِنْوَع  َُول ُللها َل َّهَس اًمْلِع ِوْيِف ُسِمَتْل َي اًق ِْيرَط َكَلَس ْنَمَو .ِحْيِخَأ
 ُسَر اَدَت َيَو ِللها َباَتِك َنْوُل ْ ت َي ,ِللها ِتْو ُي ُبْنِم ٍتْي َب ْفِ ٌمْو َق َعَمَتْجااَمَو .ِةََّنْلْا َلَِإ اًق ِْيَرط ِِوب َُونْو
 َّسلا ُمِهْيَلَع ْتََلز َن ّلِإ ,ْمُه َن ْ ي َب ُللها ُمُىَرََكذَو,ُةَكِئَلََمْلا ُمُه ْ ت َّفَحَو, ,َُةْحَّْرلا ُمُه ْتَيِشَغَو ,ُةَن ْ يِك
)ملسم ظفللازبه هاور(.ُُوبَسَن ِِوب ِْعرْسُي َْلَ ُوُلَمَع ِِوَبأَّطَب ْنَمَو ,ُهَدْنِع ْنًمْيِف 
Artinya: 
Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw bersabda: “barangsiapa 
membebaskan seorang mukmin dari kesusahan di dunia, pasti Allah akan 
membaskannya dari kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memudahkan 
orang yang kesulitan, pasti Allah memberinya kemudahan di dunia dan 
akhirat”.26 
 
Hadis tersebut menjelaskan ketika seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasulullah saw, “wahai Rasulullah, saya memang harus menolong seseorang 
ketika dizalimi, lalu bagaimana jika ia melakukan kezaliman, bagaimana saya 
harus menolongnya?” Rasulullah bersabda, “kamu menghalanginya untuk tidak 
berbuat zalim berarti kamu telah menelongnya” (muttafaq alaih). Terutama jika 
kezaliman yang dirasakan oleh saudara kita akibat komitmennya terhadap Islam.  
Keterkaitan hadis tersebut dengan bantuan hukum yakni menolong 
seorang mukmin dalam kondisi apapun, baik kezaliman tersebut dapat dipandang  
                                                             
26Mustafa Dieb Al-Bugha Muhyiddin Misitu, Al-Wafi Menyelami Makna 40 Hadits 
Raulullah Syarah Kitab Arab‟in  An-Nawawiyah  (Jakarta Timur: Dasar Ibnu Katsir, 2005), h. 322. 
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secara kasat mata atau tidak, terhadap jiwa, harta dan maupun kehormatannya. 
Hal ini  menurut peneliti dipandang sebagai dasar dalam pelaksanaan bantuan 
hukum. Dalam al-Qur‟an bantuan hukum dapat dilihat dari asbabul nuzul atau 
sebab turunnya sebuah ayat dalam QS al-Nisa/4 : 105 
                          
          
Terjemahnya : 
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.27 
 
Dalam Tafsir Al-Mishbah ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini didasarkan 
di antara keluarga serumah Bani Ubairiq, yaitu Bisyair dan Mubasyir, yang mana 
terdapat orang munafik bernama Busyair yang hidupnya melarat sejak zaman 
Jahiliyah dan pernah mengubah syair untuk mencaci maki para Sahabat 
Rasulullah saw dan menuduh syair tersebut adalah ubahan orang lain. 
Pada saat itu makanan orang miskin ialah kurma yang didatangkan dari 
Madinah sedangkan makanan orang kaya adalah terigu. Suatu ketika Rifa‟ah bin 
Zaid (paman Qatadah) membeli terigu dengan beberapa karung lalu disimpan di 
dalam gudang tempat menyimpan alat-alat perang seperti baju besi, dan pedang. 
Sewaktu malam hari gudang tersebut dibongkar dan segala isinya di curi, lalu 
kesokan harinya Rifa‟ah datang kepada Qatadah dan menyampaikan bahwa 
semalam gudangnya dibongkar serta makanan, baju besi dan pedang isi gudang 
tersebut telah dicuri. Lalu kemudian mereka menyelidiki dan salah satu orang 
                                                             
27Kementrian Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri 2016), h. 95. 
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kampung tersebut mengatakan bahwa semalam Bani Ubairiq telah menyalakan 
api dan memasak terigu. Lalu Bani Ubairiq berkata  bahwa “kami telah bertanya-
tanya di kampung ini dan demi Allah, kami yakin pencurinya ialah  Labid Bin 
Sahl (muslim yang jujur). Ketika Labid Bin Sahl mendengar tunduhan tersebut 
seketika membuatnya marah dan mencabut pedangnya dan berkata “engkau 
menuduhku mencuri? demi Allah pedang ini akan ikut bicara”. Setelah kejadian 
tersebut berangkatlah Qadatah dan Rifa‟ah melakukan penyelidikan sehingga 
menjadi yakin bahwa pencurinya adalah Bani Ubairiq. Maka Rifa‟ah kemudian 
memerintahkan kepada keponakannya untuk menghadap ke Rasul untuk meminta 
pendapatnya terkait kasus tersebut. Berangkatlah Qadatah dan menghadap Rasul 
dan menceritakan bahwa adanya satu keluarg di kampung tersebut yang tidak 
baik dan telah mencuri makan dan senjata pamannya. Namun, pamannya hanya 
menginginkan senjatanya saja yang dikembalikan dan membiakan makanannya 
untuk mereka. Lalu kemudian Rasulullah melakukan penyelidikan.28 
Bani Ubairiq mendengar hal tersebut lalu mendantangi salah satu 
keluarganya yang bernama  Asir bin „Urwah dengan maksud untuk menceritakan 
kasus tersebut, lalu berkumpullah masyarakat di kampung tersebut untuk 
menghadap ke Rasulullah dan menyampaikan bahwa Qadatah dan pamannya telah 
menuduh seorang muslim yang baik dan jujur tanpa bukti apapun. Ketika Qadatah 
berhadapan dengan Rasulullah dan ditegur dengan sabadnya bahwa “kamu telah 
menuduh seoran muslim yang jujur mencuri tanpa bukti apapun?”, lalu Qadatah 
pulang dan menyampikan kepada pamannya yang kemudian berkatalah Rifa‟ah 
“Allah tempat kita berlindung”. Setelah kejadian tersebut turunlah ayat ini “Surah 
aL-Nisa ayat 105” sebagai teguran Rasulullah kepada Bani Ubairiq dan pada ayat 
114 terkait ucapan Rasullah kepada Qadatah. 
                                                             
28M.Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah (Jakarta: Lentera Hati 2009), h. 699-702. 
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Menurut peneliti berdasar kepada kasus dalam ayat tersebut dapat 
diketahui, bahwa bantuan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
agar dalam berperkara dapat diperlakukan dengan adil, dan sesuai dengan tata 
peraturan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan hak yang dimiliki 
oleh terdakwa. Apabila yang disangka terbukti melakukan pelanggaran hukum 
maka akan dihukum setara dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Namunu, 
dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya bantuan hukum dapat 
berpengaruh bagi akibat hukum yang akan diputuskan, sebab dengan adanya 
bantuan dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh dalam menggali fakta 
hukum yang ada.29 
                                                             





Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Akibat Hukum Implementasi Pasal 56 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Kasus 
Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yaitu: 
a. Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak berpengaruh terhadap akibat hukum dalam 
putusan No:110/Pid.B/2016/PN.Sgm, dikarenakan hakim memutuskan perkara 
berdasarkan fakta hukum dalam persidangan. 
b. Tuntutan penuntut umum dapat berakibat tidak diterima jika beberapa 
yurispuridensi atau putusan hakim terdahulu dijadikan landasan dalam 
menganalisis putusan No: 110/Pid.B/2016/PN.Sgm. 
2. Penyebab Terdakwa diperiksa tanpa Mendapatkan Bantuan Hukum yang 
tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Kasus Pencurian dalam 
keadaan memberatkan, yakni pada proses penyidikan telah ditanyakan 
kesediaan terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum namun menolak 
karena telah diminta untuk menyediakan sejumlah uang dan tidak 
mengetahui terkait adanya bantuan hukum cuma-cuma. 
3. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai hak terdakwa untuk 
mendapatkan bantuan hukum dan akibat hukumnya ialah bahwa tindak 
pidana yang telah dilakukan oleh pelaku atau terdakwa tidak dapat 
menghapuskan hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bantuan hukum.  





Maqasid al-Syari;ah  yang bertujuan untuk menjamin hak asasi yang 
dimiliki oleh setiap orang, yang dapat dilihat dalam beberapa prinsip 
bantuan hukum, salah satu contohnya yakni prinsip keadilan (al-adalah) 
serta dalam asbabul nuzuh QS al-Nisa ayat 105. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Sepatutnya beberapa yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu yang 
telah dituliskan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dalam 
membuat aturan yang lebih kuat seperti undang-undang, sehingga dapat 
memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan penegak hukum dapat 
patuh terhadap aturan tersebut secara sempurnah. 
2. Diperlukan adanya pembentukan peraturan terkait akibat hukum dari 
tidak dilaksanakannya amanat yang termaktub dalam pasal 56 ayat (1) 
KUHAP, oleh penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Hal yang di 
maksudkan adalah penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, 
dalam pelaksanaan peradilan yang seharusnya wajib menunjuk penasehat 
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